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ABSTRAK 

 

             Penelitian ini dilatarbelakangi pembatalan sepihak yang terjadi dalam 

perjanjian jual beli buah kelapa yang dilakukan oleh petani di Desa Parebok 

Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, padahal dalam 

transaksi jual beli di dalamnya terdapat akad/perjanjian yang mengikat antara 

pihak yang membuatnya dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua 

belah pihak. Oleh karena itu penelitian ini di fokuskan pada bagaimana isi 

perjanjian jual beli buah kelapa, dan mengapa petani melakukan pembatalan 

secara sepihak serta bagaimana upaya penyelesaian kerugian pembatalan 

sepihak perspektif KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis empiris dan pengumpulan data  menggunakan 

teknik, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah 1) isi 

perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit 

Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi objek jual beli, jumlah, tempat, 

waktu, sistem pembayaran, dan harga dengan uang muka. Berdasarkan 

KUHPerdata dan KHES perjanjian yang dibuat antara petani dan pengepul 

merupakan perjanjian yang sah dan mengikat antara kedua belah pihak 2) 

Alasan pembatalan sepihak yang dilakukan petani yaitu pengambilan buah 

kelapa yang dilakukan oleh pengepul tidak sesuai waktu yang telah 

diperjanjikan dan harga yang diberikan oleh pengepul A lebih murah daripada 

pengepul B. Berdasarkan KHUPerdata Pembatalan perjanjian yang dilakukan 

secara sepihak termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH). 3) 

Penyelesaian kerugian dilakukan secara kekeluargaan tanpa ada ganti rugi 

hanya pengembalian uang muka. Dalam Pasal 1267 KUHPerdata dan Pasal 

38 KHES pihak pengepul diperbolehkan meminta ganti rugi kepada petani 

atas pembatalan sepihak tersebut. 

 

Kata kunci: Jual Beli, Pembatalan Sepihak, Penyelesaian Sengketa 
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ABSTRACT 

 

              This research is based on the unilateral cancellation that occurred in the 

agreement to buy and sell coconut fruit conducted by farmers in Parebok 

Village of Sampit Bay District of East Kotawaringin Regency, whereas in the 

transaction of buying and selling in it there is a binding agreement/agreement 

between the parties who make it and cannot be canceled without the consent 

of both parties. Therefore, this study focused on how the contents of the 

agreement to buy and sell coconut fruit, and why farmers cancel unilaterally, 

and how efforts to resolve unilateral cancellation losses perspective of Civil 

Code and Sharia Economic Law. The study uses empirical juridical methods 

and data collection using techniques, observations, interviews, and 

documentation. The result of the study is 1) the contents of the buying and 

selling agreement Coconuts in Parebok Village of Teluk Sampit District of 

East Kotawaringin Regency include the object of buying and selling, amount, 

place, time, payment system, and price with a down payment. Based on the 

Civil Code and KHES the agreement made between the farmer and the 

collector is a valid and binding agreement between the two parties 2) The 

reason for the unilateral cancellation of the farmer is that the collection of 

coconuts made by the collector is not in accordance with the promised time 

and the price given by the collector A is cheaper than the collector B. Based 

on khu Civil Cancellation of the agreement made unilaterally included in the 

Unlawful Act (PMH).  3) Settlement of losses is done familially without any 

compensation only a refund of the down payment. In Article 1267 of the Civil 

Code and Article 38 of the KHES, the steaming party is allowed to ask for 

compensation to the farmer for the unilateral cancellation. 

 

Keywords: Buying and Selling, Unilateral Cancellation, Dispute 

Resolution 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 

Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka 

pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini 

mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut. 

 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 ط a ا

t} 

(titik di 

bawah) 

 ظ b ب

z} 

(titik di 

bawah) 

 ع t ت

„ 

(koma 

terbalik

) 

 ث

s\ 

(titik di 

atas) 

 g غ

 f ف j ج



 

xiv 

 ح

h} 

(titik di 

bawah) 

 q ق

 k ك kh خ

 l ل d د

 ذ

z\ 

(titik di 

atas)  

 m م

 n ن r ر

 w و z ز

 h ه s س

 ‟ ء sy ش

 ص

s} 

(titik di 

bawah) 

 y ى

 ض

d} 

(titik di 

bawah) 

  

Keterangan  

1. Penulisan tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf 

ditulis dengan lambang sebagai berikut:  

a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi  a> A< 

b. i> I< (ي)  setelah ditransliterasi menjadi  i> I< 
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c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U< 

2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis 

sebagai berikut: 

a. s\ (ث)setelah ditransliterasi menjadi  s\ 

b. z\  (ذ) setelah ditransliterasi menjadi  z\ 

3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis 

sebagai berikut: 

a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi  h} 

b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi  s} 

c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi  d} 

d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t} 

e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z} 

4. Huruf karena Syaddah (tasydid) ditulis rangkap seperti ( ّفلا تقلّهما أف) 

fala>taqullahuma ‟uffin, (متعقدّين) muta„aqqidi>n dan (عدّة) „iddah.   

5. Huruf ta marbu>t}ah dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) 

syari>„ah dan (طائفة) t}a>‟ifah. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, 

maka huruf ta marbu>t}ah diberikan harakat baik d}ammah, fath}ah atau 

kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) zaka>tul fit}ri (كرامة الأولياء) 

kara>matul auliya>‟. 

6. Huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyahditulis sesuai bunyinya, 

seperti (القمر) al-Qamar atau (السماء) as-Sama>‟. Namun jika sebelumnya ada 

rangkaian dengan lafal lain maka penulisan alif lam qamariyah adalah ( ذوي
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 z\awi> al-furu>d}. Begitu juga untuk penulisan alif lam syamsiyah (الفروض

adalah (مقاصد الشريعة) maqa>s}id asy-syari>„ah.   

7. Huruf waw (و) suku>n yang sebelumnya ada huruf berharakat fath}ah ditulis 

au seperti (قىل) qaul. Begitu juga untuk huruf ya (ي) suku>n, maka ditulis ai 

seperti (بينكم) bainakum. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN  

     

A. Latar Belakang  

       Manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya hubungan timbal balik 

dari manusia lainnya. Kebutuhan yang beraneka ragam untuk memenuhi 

hidupnya semakin meningkat sedangkan kemampuan untuk mencapai 

sesuatu yang diinginkan terbatas. Oleh karena itu manusia disebut 

makhluk sosial.  

       Manusia saling melakukan ikatan antara satu sama lain agar 

kebutuhannya tetap tercapai. Salah satunya adalah dengan melakukan 

transaksi jual beli, karena dengan jual beli manusia bisa membeli 

kebutuhan hidup yang tidak dapat dilakukan atau tidak dimiliki. 

       Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut 

dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan 

membeli. Menurut KUHPerdata jual beli adalah suatu perjanjian, 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan.
1
   

       Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih  disebut Al-ba‟i yang 

menurut etimologi berarati menjual atau mengganti. Wahbah Al-Zuhaily 

mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu 

                                                             
       

1
 Tim Permata Press, KUHPerdata  (Surabaya:  Permata Press, 2010), 342. 

 



2 
 

 

yang lain”. Kata Al-ba‟i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk 

pengertian lawannya, yaitu kata Al-syira‟ (beli). Dengan demikian, kata 

Al-ba‟i berarti menjual, tetapi sekaligus juga membeli. Secara 

terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para 

ulama fiqih, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing definisi sama. 

Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan “jual beli ialah pertukaraan 

harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan 

milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.
2
  

       Suatu transaksi jual beli di dalamnya terdapat akad atau perjanjian 

yang mengikat antara pihak penjual dan pembeli. Perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih.
3
 Perjanjian melahirkan perikatan, yang 

menciptakan kewajiban kepada salah satu atau lebih pihak dalam 

perjanjian. Menurut Hukum Islam ada dua istilah dalam Al-Qu‟ran yang 

berhubungan dengan perjanjian, yaitu kata akad (al-„aqdu) dan kata janji 

„ahd (al-„ahdu). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. 

Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudanya adalah penghimpunan atau 

pengumpulan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang 

lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seulas tali 

yang satu.
4
 Kata al-aqdu terdapat dalam QS. Al –Maidah 5:1. 

                                                             
       

2
 Abdurahman Ghazali, dkk, Fiqih Muamalah  (Jakarta: Kencana Prenada Group, 

2010), 67. 

       
3
 Tim Permata Press, KUHPerdata  (Surabaya:  Permata Press, 2010), 342. 

       
4
 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Sama Barlingti, Hukum Perikatan Islam di 

Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 45. 
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  ...  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...(QS. 

Al-Maidah 5: 1)
5
 

  

       Menurut tafsir Kemenag RI, surah ini diawali dengan perintah 

kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah 

diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama 

manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu 

janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan 

manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak 

mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.
6
 

       Namun tidak semua perjanjian atau akad dalam transaksi jual beli itu 

berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Ada beberapa kejadian 

dimana salah satu pihak membatalkan perjanjian jual beli setelah 

kesepakatan terjadi. Pada prinsipnya setelah terjadinya kesepakatan maka 

muncul hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan akad ini. 

Menurut KUHPerdata Bagian Kelima Pasal 1267 Jika terjadi pembatalan 

dapat pula disertai dengan tuntutan penggantian biaya rugi dan „bunga‟ 

jika ada alasan untuk itu sebagai akibat hukum atas pembatalan tersebut. 

       Keabsahaan suatu perjanjian dalam hukum Islam ialah: a) Sighat al-

aqd  (ijab qabul) merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang 

yang melakukan akad yang menunjukan tujuan kehendak batin mereka 
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Al-Quran Terjemah Al-Maidah, 5: 1. 

       
6
 https://tafsirq.com/ (10 September 2021). 

https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-1
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yang melakukan akad. b) al-aqidain (para pihak/pelaku akad), pelaku 

akad yang dimaksud bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi atau 

badan hukum, baik sebagai pelaku akad langsung maupun wakil dari 

pelaku akad. Al-aqidain diisyaratkan mempunyai kemampuan (ahliyah) 

dan kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad, yakni mempunyai 

kewenangan melakukan akad. c) Ma‟uqud‟alaih (objek akad). Objek 

akad, yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi, seperti jual 

beli dalam bentuk akad jual beli(Al-ba‟i), hadiah dalam akah hibah, 

barang yang digadaikan dalam akad rahn, dan hutang yang dijamin 

dalam bentuk kafallah. d) Maudhu al-aqd (tujuan akad). Tujuan atau 

akibat hukum akad merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada 

pada setiap kontrak. Maudhu al-aqd adalah tujuan utama untuk apa 

kontrak/perjanjian itu dilakukan. Berbeda akad maka berbeda pula 

tujuan pokok akadnya.
7
 

       Adapun keabsahaan perjanjian dalam KUPerdata ialah: a) adanya 

kecakapan untuk membuat suatu perikatan (bekwaamheid), b) Adanya 

perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang 

membuat perjanjian (toestemming), c) mengenai suatu hal atau obyek 

tertentu (bepaalde onderwerp), d) adanya sebab (kausa) yang 

dibenarkan (georloofde oorzak).
8
 

                                                             
                

7
 Panji Adam, Fikih Muamalah Adabiyah (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 127-

135. 

        
8
 Sari, N. R, “Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata Dan Hukum Islam” Jurnal Repertorium, Vol  4 No. 2, 2017. 

https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/download/18284/14486 (10 Maret 2021) 

https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/download/18284/14486%20(10
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       Hukum perjanjian di Indonesia telah jauh berubah dengan keadaan 

hukum perjanjian Zaman Hindia Belanda dahulu, hanya saja terdapat 

beberapa perubahan yang dilakukan melalui yurisprudensi yang 

disesuaikan dengan masyarakat.  

       Salah satu perjanjian yang hidup di tengah masyarakat yang juga 

merupakan kajian dalam penelitian ini adalah perjanjian jual beli buah 

kelapa yang dilakukan oleh masyarakat. 

       Perjanjian jual beli buah kelapa adalah perjanjian yang terjadi antara 

petani kelapa dengan pihak pengepul yang dilakukan secara lisan. 

Dimana kesepakatan terjadi hanya melalui kata-kata dan tidak tertulis, 

Biasanya para pihak dalam hal ini saling kenal.  

       Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kadang terjadi permasalahan 

dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

yang disepakati dalam suatu perjanjian. Dalam permasalahan jual beli 

buah kelapa yang terjadi di Desa Parebok ialah pembatalan sepihak yang 

dilakukan oleh petani kelapa kepada pengepul, perbuatan pembatalan 

sepihak yang dilakukan oleh petani tersebut karena beberapa alasan 

salah satunya karena harga. 

       Pembatalan sepihak yang ditemukan dalam perjanjian jual beli buah 

kelapa. Dimana kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian tidak 

terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan. Kondisi ini tentunya 

melahirkan akibat hukum berupa hak untuk menuntut pelaksanaan 

perjanjian oleh pengepul kepada pihak petani kelapa.  



6 
 

 

       Hal yang menarik yang terjadi dalam kaitannya dengan perjanjian 

jual beli buah kelapa di Desa Parebok adalah para pihak saling mengenal 

sehingga mendukung terjadinya jual beli buah kelapa secara lisan. 

Keadaan saling kenal tersebut diikuti pula dengan keadaan saling 

membutuhkan. Dimana pengepul membutuhkan petani kelapa begitu 

juga sebaliknya.  

       Proses transaksi jual beli buah kelapa yang terjadi di Desa Parebok 

dilakukan secara lisan dengan mana pihak petani mendatangi pengepul 

untuk menjual buah kelapa, kemudian terjadi kesepakatan dengan 

pemberian uang muka. Setelah terjadinya kesepakatan selanjutnya 

pengambilan buah kelapa di tempat petani dengan waktu yang sudah 

ditentukan. Setelah buah kelapa diambil maka dilakukanlah pembayaran 

kepada petani oleh pengepul. 

       Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Desa 

Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur 

terdapat dua orang petani kelapa yang melakukan pembatalan sepihak 

perjanjian jual beli buah kelapa yang sebelumnya diperjanjikan secara 

lisan kepada calon pembeli (pengepul). 

       Untuk itu peneliti merasa penting mengetahui lebih dalam mengapa 

pembatalan itu dilakukan secara sepihak dan penyelesaian oleh para 

pihak, dengan formulasi judul “Pembatalan Sepihak Jual Beli Buah 

Kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur”. Penelitian ini dirasa penting dilakukan karena 
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dapat membantu masyarakat memahami tentang hukum pembatalan 

sepihak suatu perjanjian dan memberikan pengetahuan bagaimana cara 

penyelesaian kerugian akibat pembatalan sepihak dalam jual beli 

menurut KUHPerdata dan Hukum Ekonomi Syariah. 

 

B. Rumusan Masalah  

    Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana isi perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok 

Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur?  

2. Mengapa penjual membatalkan secara sepihak perjanjian jual beli 

buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur?  

3. Bagaimana upaya penyelesaian kerugian akibat pembatalan sepihak 

dalam perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan 

Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur?  

 

C. Tujuan Penelitian  

 Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah, untuk:  

1. Untuk mengetahui isi perjanjian jual beli buah kelapa di Desa 

Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. 

2. Untuk mengetahui mengapa penjual membatalkan secara sepihak 

perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk 

Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. 
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3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kerugian akibat pembatalan 

sepihak terhadap perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok 

Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

       Penelitian yang berjudul “Pembatalan Sepihak Terhadap Perjanjian 

Jual Beli Buah Kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit 

Kabupaten Kotawaringin Timur” adalah bentuk dari keingintahuan 

penulis mengenai hukum dari perkembangan pembatalan sepihak 

perjanjian dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun 

kegunaan penelitian yang diharapakan sebagai berikut : 

1. Secara teoritis  

a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi 

pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan 

dengan muamalah atau hukum ekonomi syariah.  

b. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui 

sejauh mana implementasi perjanjian lisan sehingga dapat 

memberikan informasi pada para pihak-pihak yang berkaitan.  

c. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan 

dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.  

2. Secara Praktis  

a. Bagi penulis  
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       Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah 

wawasan mengenai hukum terhadap pembatalan perjanjian 

secara sepihak jual beli khususnya dalam perjanjian lisan. 

b. Bagi masyarakat Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit 

Kabupaten Kotawaringin Timur  

       Hasil penelitian ini diharapkan agar memberikan 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan 

hukum Islam pada khususnya terutama mengenai masalah yang 

berhubungan dengan adanya pembatalan perjanjian secara 

sepihak. Serta memberikan masukan kepada masyarakat berupa 

sumbangan pikiran yang berkaitan dengan pembatalan 

perjanjian  jual beli kelapa. 

c. Bagi pihak lain  

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan 

terutama mahasiswa IAIN Palangka Raya maupun pihak lain 

yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada 

penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis. 

 

E. Sistematika Penulisan 

       Sistematika dalam penulisan ini terbagi menjadi beberapa bagian 

yaitu:  

BAB 1 : Pendahuluan yang memuat latar belakang, berdasarkan   

dengan kondisi di lapangan sehingga dirasa perlu untuk 
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melakukan penelitian. Kemudian tujuan, kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan untuk mempermudah 

dalam penyusunan penelitian; 

BAB II : Kajian pustaka yang berisi kajian tentang penelitian 

terdahulu, kerangka teoritik dan deskripsi teoritik.  

BAB III :  Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian,waktu dan 

tempat penelitian, data dan sumber data, objek dan subjek, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV : Hasil penelitian dan analisis berisi tentang hasil penelitian 

sebagai jawaban- jawaban dari rumusan masalah dan 

pembahasan berupa deskripsi kualitatif. 

BAB V : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Penelitian Terdahulu 

       Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh 

peneliti sebelumnya, ada sepuluh judul yang hampir mendekati sama 

dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;  

1. Skripsi Grisni Fadillah Agnesia, NPM. 1502090139, Mahasiswa 

Fakultas Syariah IAIN Metro, Tahun 2020 yang berjudul 

“Akibat Hukum Atas Pembatalan Akad Jual Beli Catering 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini merupakan 

penelitian empiris yang lebih menekankan pada akibat hukum 

pembatalan akad. 

       Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ialah, 

bagaimana akibat hukum bagi pembeli atas pembatalan akad 

jual beli catering pada rumah makan di Kecamatan Metro Timur 

perspektif hukum ekonomi syariah?. Metode yang dipakai 

dalam penelitian ialah metode kualitatif dengan jenis penilitan 

lapangan.  

       Hasil dari penelitian ini adalah penjual meminta ganti rugi 

kepada pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak 

dengan cara tidak mengembalikan uang muka yng sudah 

dibayarkan pembeli merupakan yang diperbolehkan oleh 

Hukum Ekonomi Syariah. Pembeli harus menerima akibat 



 

 

hukum atas pembatalan pesanan catering tersebut karena jual 

beli telah mengikat diantara penjual dan pembeli. Kedua belah 

pihak telah melakukan kesepakatan diawal jual beli pesanan 

dilakukan. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Grisni Fadillah 

Agnesia dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada 

tempat dan objek penelitian, lokasi yang terdapat dalam 

penelilitan Grisni Fadilah Agnesia terletak di warung makan 

metro dan objek dari penelitian tersebut ialah pembatalan akad 

Catering. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti 

mengenai pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani kelapa 

dan tempat penelitian di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit 

Kabupaten Kotawaringin Timur.
9
 

2. Jurnal yang ditulis oleh Gerry R. Weydekamp yang berjudul 

“Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan 

Melawan Hukum”. Rumusan masalah yang terdapat dalam 

jurnal ialah, bagaimanakah pembatalan perjanjian secara sepihak 

dalam suatu perjanjian? dan apa akibat jika kita membatalkan 

perjanjian secara sepihak dalam suatu perjanjian?.  Metode yang 

digunakan yakni metode penelitian kualitatif deskriptif. 

                                                             
        

9
 Agnesia, G. F, “Akibat Hukum Atas Pembatalan Akad Jual Beli Catering Perspektif 
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       Hasil penelitian ini ialah pembatalan sepihak atas suatu 

perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu 

pihak untuk memenuhi prestasi yang sudah disepakati kedua 

belah pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepekati 

kedua belah pihak dalam perjanjian. Akibat jika membatalkan 

perjanjian secara sepihak ialah jika perjanjiannya sudah 

berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan 

perjanjian tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada 

pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara lisan. Ganti 

rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan 

secara sepihak dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas 

kerugian yang diderita.  

       Namun jika isi dalam perjanjian belum dilaksanakan sama 

sekali oleh kedua pihak, maka dengan adanya pembatalan 

perjanjian tersebut oleh satu pihak tidak menimbulkan akibat 

hukum apa-apa.
10

 

       Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Gerry R. 

Weydekamp dengan yang peneliti lakukan terletak pada fokus 

penelitian. Penelitian Gerry R. Weydekamp berfokus kepada 

pembatalan perjanjian sepihak sebagai suatu perbuatan melawan 

hukum dan akibat jika melakukan pembatalan perjanjian, 
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sedangkan yang peneliti lakukan berfokus kepada bagaimana 

cara penyelesaian kerugian akibat pembatalan sepihak. 

3. Skripsi Sulistiya Liyani, NIM. 140710101170, Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2018 yang berjudul 

“Pembatalan Secara Sepihak Oleh Penyewa Dalam Perjanjian 

Sewa Menyewa Sound System”. Rumusan masalah yang 

terdapat dalam skripsi ialah, apakah perjanjian sewa menyewa 

dapat dibatalkan?, apakah pembatalan perjanjian termasuk 

didalam wanprestasi?, serta bagaimana upaya penyelesaian 

sengketa pembatalan nya?.  

       Hasil penelitian (1) perjanjian sewa menyewa sound system 

tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena perjanjiannya 

bersifat tergolong dalam perjanjian timbal balik dan tidak alasan 

yang dibenarkan apapun bagi pihak yang memutuskan 

perjanjian sewa menyewa secara sepihak. (2) pembatalan 

perjanjian sewa menyewa sound system secara sepihak dapat 

digolongkan kedalam wanprestasi, karena perjanjian yang dibuat 

secara sepihak berlaku sebagai undang-undang dan pemberi 

sewa mendapatkan kerugian atas benda yang disewakannya, 

salah satu kerugian materil yang berupa ongkos antar dan biaya 

servis sound system dan kerugiaan immateril yang berupa rasa 

kepercayaan yang telah diberikan kepada penyewa telah 

berakhir. (3) Upaya penyelesaian sengketa perjanjian sewa 



 

 

menyewa sound system dapat diselesaikan melalui non litigasi 

(di luar pengadilan) yaitu berdasarkan pada Pasal 1 angka (10) 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perjanjian sengketa yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak dapat diselesaikan melalui 

jalur mediasi.
11

 

       Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiya Liyani 

dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek 

penelitian, objek penelitian yang dilakukan oleh Sulistiya Liyani 

ialah pembatalan sepihak yang dilakukan dalam sewa menyewa. 

Sedangkan yang peneliti teliti mengenai pembatalan sepihak 

dalam jual beli buah kelapa yang dilakukan oleh petani kelapa. 

4. Penelitian karya Febyolla Puteri Bianca dengan judul “Analisis 

Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Pembatalan 

Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT Go-Jek Indonesia – 

Surabaya”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

jenis kualitatif.  

       Rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini (1) 

bagaimana praktek pembatalan sepihak oleh konsumen Go food 

di PT Go-jek Indonesia-Surabaya? (2) bagaimana analisis 

hukum islam dan hukum positif terhadap praktek pembatalan 
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secara sepihak oleh konsumen Go-food di PT gojek indonesia-

surabaya?. 

       Hasil Peneitian (1) pembatalan sepihak diakibatkan oleh 3 

faktor yaitu kesalahan teknis pada sistem aplikasi gojek, order 

asli, dan adanya orderan fiktif. Berdasarkan 3 hal tersebut 

terdapat akibat yang sangat merugikan driver baik tenaga, 

financial, tidak dapat orderan lain, waktu dan performa 

menurun. (2) Pembatalan sepihak yang terjadi haram dalam 

hukum Islam dan melanggar hukum positif. Karena adanya 

pembatalan sepihak sangat merugikan pihak lain yaitu driver. 

Para ulama menjelaskan bahwa ijarah (sewa-menyewa maupun 

upah mengupa) tidak boleh dibatalkan tanpa seizin pihak lain 

karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya. Dijelaskan 

pula di UU RI No. 8 Tahun 1999 bahwa hak seorang pelaku 

usaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan 

maka ketika driver tidak mendapatkan haknya, ia dapat 

menuntut ganti rugi kepada konsumen menggunakan Pasal 1365 

KUHPerdata.
12

 

       Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Febyolla Puteri 

Bianca dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada 

subjek penelitian, subjek dalam penelitian Febyolla Puteri 
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Bianca adalah Konsumen Go-Food dan Driver Gojek. 

Sedangkan subjek yang peneliti teliti ialah petani kelapa dan 

pengepul kelapa. 

5. Skripsi Nina Absaria penelitian ini berjudul “Aspek Hukum 

Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Secara Sepihak 

Oleh Pemilik Karena Penyewa Diduga Wanprestasi”. Metode 

penelitian ini menggunakan yuridis normatif. 

       Rumasan masalah (1) apakah perjanjian sewa menyewa 

rumah dapat dibatalkan secara sepihak?, (2) apakah pihak 

penyewa yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai yang 

disepakati dapat digolongkan wanprestasi?, (3) upaya apa yang 

bisa ditempuh untuk menyelesaikan perkara pembatalan 

perjanjian sewa menyewa rumah secara sepihak oleh pemilik 

rumah karena penyewa diduga wanprestasi?.  

       Hasil penelitian (1) perjanjian sewa menyewa rumah tidak 

bisa dibatalkan secara sepihak, karena perjanjian sewa penyewa 

rumah tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu 

pemilik dan penyewa rumah, sehingga para pihak harus tunduk 

terhadap perjanjian tersebut. Perjanjian sewa menyewa hanya 

dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan bersama, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata dan 

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 1998 

tentang hubungan sewa menyewa perumahaan. 



 

 

       Hasil penelitian (2) perbuatan penyewa yang tidak 

melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dapat 

digolongkan sebagai wanprestasi karena penyewa telah lalai 

dalam melaksanakan perjanjian dengan menyewakan kembali 

rumah yang disewanya tanpa meminta izin pemilik rumah. 

       Hasil penelitian (3) upaya penyelesaian perjanjian sewa 

menyewa rumah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemilik 

rumah karena penyewa diduga wanprestasi, dapat diselesaikan 

melalui non ligitasi. Para pihak dapat menyelesaikan sengketa 

melalui proses mediasi karena semua sengketa perdata wajib 

terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 

Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
13

 

       Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nina Absaria 

dengan penelitian yang penulis lakukan adalah jika penelitian 

yang dilakukan oleh Nina Absaria objeknya adalah pembatalan 

perjanjian sewa menyewa yang terdapat wanprestasi serta hanya 

dilihat dari segi hukum postif saja, sedangkan yang peneliti teliti 

adalah pembatal sepihak jual beli dan tidak ada wanprestasi 

serta ditinjau dari segi hukum positif dan hukum Islam. 
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6. Skripsi Fachri Dohan Mulyana (Fakultas Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta) pada tahun 2017, yang berjudul 

“Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli 

Terkait Pembelian Seperangkat Gamelan”. Metode penelitian 

menggunakan metode normatif yuridis yang bersifat deskriptif. 

       Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) pertimbangkan 

hakim dalam menentukan pembuktian atas pembatalan 

perjanjian, (2) pertimbangan dalam menentukan putusan terkait 

dengan perkara pembatalan secara sepihak oleh pembeli terkait 

dengan pembelian seperangkat alat gamelan, (3) akibat hukum 

setelah adanya putusan dari hakim Pengadilan Negeri terkait 

pembatalan secara sepihak oleh pembeli terkait dengan 

pembelian seperangkat alat gamelan?. 

       Hasil Penelitian (1) pertimbangan hakim dalam menetukan 

pembuktian pembatalan sepihak oleh pembeli antara lain: a. 

dalil gugatan penggugat dinyatakan sah dan berdasar pada 

hukum perjanjian, b. bantahan tergugat satu menyatakan bahwa 

gugatan penggugat tidak jelas, kabur maka sudah seharusnya 

hakim menyatakan gugatan tidak diterima, adapun bantahan 

tergugat dua menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat 

tersebut kerugian juga telah dialaminya, c. kesimpulan hakim 

menunjukkan bahwa tergugat satu dan tergugat dua telah 

melakukan wanprestasi karena dalam hubungan perjanjian jual 



 

 

beli gemelan sebagaimana surat perjanjian tgl 24 Oktober 2012, 

dimana tergugat satu dan tergugat dua selaku penerima 

pekerjaan pemesanan 40 set gemelan tidak menyelesaikan 

pekerjaan dan menyerahkan gemelan sebagaimana mestinya 

dalam perjanjian. 

       Hasil Penelitian (2) pertimbangan hakim dalam menentukan 

putusan terkait dengan perkara pembatalan sepihak oleh pembeli 

terkait dengan pembelian seperangkat gamelan, antara lain: 

sahnya perjanjian dan pemenuhan kewajiban. 

Hasil penelitian (3) akibat hukum setelah adanya putusan 

hakim Pengadilan Negeri terkait dengan pembelian seperangkat 

gamelan, yaitu melaksanakan putusan pengadilan secara 

sukarela, tergugat harus mengganti kerugian apabila dia tidak 

mau mengganti kerugian maka pihak penggugat bisa 

mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri agar tergugat 

membayar ganti rugi.
14

  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fachri Dohan 

Mulyana dengan yang penelitian lakukan terletak pada segi 

hukum. Dalam penelitan Fachri Dohan Mulyana hanya dilihat 

dari segi hukum positif saja sedang yang peneliti teliti dari segi 

hukum positif dan hukum Islam. 
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7. Penelitian karya Ida Ayu Putu Krisna Yanthi dan Wayan Novy 

Purwanto dengan judul “Analisis Hukum Pembatalan Perjanjian 

Sewa Menyewa Kebaya Di Kota Denpasar”. Penelitian ini 

dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. 

Rumusan masalah (1) bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa 

menyewa kebaya di Kota Denpasar?, (2) bagaimana akibat 

hukum pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak 

penyewa dalam perjanjian sewa menyewa di Kota Denpasar? 

       Hasil penelitian (1) dalam pelaksanaanya apabila penyewa 

menyetujui untuk menyewa baju yang ia pilih, maka kedua 

belah pihak sudah membuat suatu kesepakatan. Untuk 

mengingatkan pihak yang menyewakan bahwa kebaya terebut 

sudah ada penyewanya, biasanya pihak menyewakan 

membuatkan nota dan menyerahkan kepada pihak penyewa 

sebagai pengingat untuk hari pengambilan dan hari 

pengembalian. Maka setelah itu baru dapat dikatakan telah 

terjadi perjanjian sewa menyewa kebaya. Permasalahannya 

adalah sering sekali ditemui pihak penyewa bersikap egois dan 

tidak tanggung jawab, setalah ia menyewa kebaya tersebut pihak 

penyewa seenaknya saja membatalkan perjanjian. 

       Hasil penelitian (2) penyelesaian pembatalan perjanjian 

sepihak biasanya dilakukan dengan menempuh jalur hukum atau 



 

 

diselesaikan secara kekeluargaan. Seperti yang disampaikan 

oleh rani mas yang bekerja di Denata Kebaya.
15

  

       Perbedaan penelitian karya Ida Ayu Putu Krisna Yanthi dan 

Wayan Novy dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah jika Ida Ayu Putu Krisna Yanthi dan Wayan Novy lebih 

membahas akibat hukum pembatalan sepihak yang dilakukan 

oleh pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa. 

       Sedangkan yang penulis teliti yaitu tentang isi dalam 

perjanjian dan alasan pembatalan perjanjian serta upaya 

penyelesaian kerugian akibat pembatalan sepihak persepktif 

KUHPerdata dan hukum ekonomi syariah. 

8. Penelitian karya Made Rama Prawira dan I Wayan Novy 

Purwanto  dengan judul “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Secara 

Sepihak Oleh Konsumen Di Pt. Restu Property”. Metode 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah (1) bagaimana 

pelaksanaan jual beli rumah pada PT. Restu Property?, (2) 

bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli rumah 

pada PT. Restu Property?  

       Hasil penelitian (1) pelaksanaan perjanjian jual beli rumah 

di PT Restu Property tahapannya meliputi pembayaraan booking 
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fee atau tanda jadi, pemilihan desain bangunan, menentukan 

cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan cara tunai atau 

dengan KPR, pembayaraan uang muka adau dp, dilanjutkan 

dengan pembangunan rumah. Setelah rumah selesai dibangun 

dilakukan serah terima rumah dan pembuatan akta jual beli. 

       Hasil penelitian (2) akibat hukum terhadap pembatalan 

perjanjian sepihak yang dilakukan oleh konsumen kepada PT 

Restu Property adalah perjanjian yang dapat dibatalkan tanpa 

kewajiban bagi pihak developer untuk pengembalian uang muka 

atau dp yang telah dibayarkan oleh konsumen. Upaya 

penyelesaian yang dilakukan adalah pihak developer dan 

konsumen membuat kesepakatan baru dihadapan notaris 

mengenai pengembalian uang muka atau dp yaitu uang muka 

yang dikembalikan sebesar 50% dari yang telah dibayarkan 

setelah rumah yang batal dibeli mendapatkan konsumen baru 

yang membayarkan uang muka atau dp. 

       Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Made Rama 

Prawira dan I Wawan Novy Purwanto dengan penilitan yang 

dilakukan oleh peneliti ialah jika penelitian Made Rama Prawira 

dan I Wawan Novy Purwanto menggunakan uang maka atau DP 

sedangkan yang penulis teliti pembatalan sepihak tanpa ada 

uang muka atau Dp. Perbedaan yang terletak dari akibat hukum 

yang dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Made Rama 



 

 

Prawira dan I Wawan Novy Purwanto hanya melihat dari segi 

hukum positif saja sedang yang peneliti teliti dilihat dari segi 

hukum positif dan hukum Islam. 

9. Penelitian karya Liberty Sinaga dan I.B Surya Dharma Jaya 

dengan Judul “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Online Secara 

Sepihak Oleh Lazada.Co.Id (Studi Kasus)”. Tujuan dari 

penelitian ini ialah untuk mengetahui dapatkah dilakukan 

pembatalan perjanjian jual beli online dengan cara sepihak oleh 

pelaku usaha sebagai akibat wanprestasi? 

       Hasil penelitian, Pasal 1517 KUHPerdata menyatakan 

penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli 

tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai 

ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267. Sedangkan pembeli dapat 

menuntut pembatalan perjanjian jika penyerahaan barang tidak 

dapat dilakukan kerena kelalaian penjual sebagaimana ketentuan 

Pasal 1480 KUHPerdata.
16

 

       Perbedaan penelitian Liberty Sinaga dan I.B Surya Dharma 

Jaya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jika 

Liberty Sinaga dan I.B Surya Dharma Jaya lebih membahas 

kepada dapatkah dilakukan pembatalan perjanjian jual beli 

online dengan secara sepihak oleh pelaku usaha (Lazada.co.id) 

sebagai akibat wanprestasinya pelaku usaha. Sedangkan yang 
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peneliti teliti tentang cara penyelesaian perjanjian dilihat dari 

segi hukum positif dan hukum Islam. 

10. Skripsi Hajrina Ismi, NIM.160102081, Mahasiswi Fakultas 

Syari‟ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 

Tahun 2020 yang berjudul “Pembatalan Sepihak Oleh 

Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem 

Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam”. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam karya ilmiah bersifat kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif analisis. 

       Rumusahan masalah (1) bagaimana pembatalan sepihak 

oleh konsumen pada transaksi jual beli online dengan sistem 

dropship?, (2) bagaimana konsekuensi dan penyelesaian 

terhadapan transaksi jual beli online dengan sistem dropship 

yang dibatalkan secara sepihak oleh konsumen?, (3) bagaimana 

akibat hukum terhadap transaksi dropship yang dibatalkan 

secara sepihak oleh konsumen dalam perspektif hukum Islam?. 

Hasil penelitian (1) pembatalan sepihak yang dilakukan 

oleh konsumen biasanya dilakukan melalui aplikasi whatsApp. 

Selain itu pembatalan secara sepihak juga terjadi ketika barang 

tersebut sudah sampai, konsumen tidak memberi kejelesaan  

terkait pemesanaan dan hilang tanpa kabar walaupun sudah 

dihubungi oleh dropshipper. Adapun alasan yang sering 

digunakan dalam pembatalan secara sepihak oleh konsumen 



 

 

diantaranya seperti barang tidak sampai tepat waktu atau 

pengiriman barang terlalu lama, barang yang dipesan tidak 

sesuai dan lain sebagainya. 

       Hasil penelitian (2) konsekuesi bagi pihak dropshipper dari 

pembatalan perjanjian sepihak ini adalah timbulnya kerugian 

modal, kerugian ongkos kirim, kerugian waktu, dan kerugian 

immateril. Penyelesaian yang digunakan pada kasus pembatalan 

sepihak ini ialah melalui perdamaian dan musyawarah, sehingga 

tidak menimbulkan suatu permasalahaan antara pihak. 

       Hasil peneltian (3) pada dasarnya pembatalan sepihak oleh 

konsumen dalam jual beli online dengan sistem droshipper ini 

bertentangan dengan hukum Islam, karena ketidaksesuaian 

prosedur dan tidak adanya keridhaan dari pihak penjual namun 

terhadap kasus yang menempuh jalan penyelesaian dengan cara 

perdamaian menjadikan pembatalan ini sah kerena adanya 

keridhaan para pihak yang berakad. Akibat dari dari penerimaan 

pembatalan sepihak tersebut ialah pembatalan akad dan ganti 

rugi. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yaitu pembatalan akad 

mempunyai akibat hukum berlaku surut. 
17

 

       Perbedaan penelitian Hajrina Ismi  dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terletak dari segi jual beli yang dilakuakn 

dan objek penelitian serta tinjauan hukum. Jika Hajrina Ismi 
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lebih membahas kepada akibat hukum terhadap transaksi 

dropship yang dibatalkan secara sepihak oleh konsumen dalam 

perspektif hukum Islam. Sedangkan yang penulis teliti yaitu 

pembatalan sepihak jual beli kelapa dan tinjauan hukum dilihat 

dari segi hukum positif serta hukum Islam. 

 

B. Kerangka Teoritis 

       Berbicara tentang teori sesungguhnya tidak ada definisi yang 

baku, namun secara umum apabila membahas teori, maka kita akan 

dihadapkan kepada dua macam realitas, yaitu realitas in abstrakto 

yang ada di dalam idea imajinatif dan padanannya yang berupa 

realitas in concreto yang berada dalam pengalaman indrawi. Dalam 

banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata teori untuk 

menunjukan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis 

(rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.
18

 

       Untuk lebih jelasnya, dalam penggunaan teori pada penelitian 

ini sehingga bisa untuk menganalisis secara sistematis keberadaan 

hukum pembatalan sepihak perjanjian jual beli buah kelapa, maka 

diperlukan teori-teori sebagai berikut: Teori perjanjian mengikat, 

teori tanggung jawab, dan teori kepastian hukum. 

1. Teori Perjanjian Mengikat 
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       Apabila dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk 

misalnya, melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-

masing orang atau pihak untuk mengikatkan diri kepada yang lain 

untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka 

perjanjikan.
19

 

       Perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum yang 

menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana 

salah satu pihak dapat menuntut kepada pihak lain untuk 

memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.
20

 

       Menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang 

bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar 

pihak satu sebagai penerima hak atau pemilik hak dan pihak lain 

sebagai pemikul tanggung jawab yang berkewajiban atas suatu 

prestasi.
21

  

       Asas kekuatan mengikat atau pacta sun servanda 

menekankan bahwa para pihak tidak hanya terikat pada isi 

perjanjian tetapi juga terhadap asas moral, kepatutan, dan 

kebiasaan, setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat 

bagi mereka yang membuatya.
22
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       Sumber-sumber perikatan dalam hukum Indonesia ada dua, 

yaitu: (1) Perjanjian, dan (2) Undang-Undang Pasal 1233 

KUHPerdata.
23

 Tiap-tiap perikatan yang lahir dari undang-undang 

baik karena persetujuan (perjanjian), maupun karena undang-

undang. 

       Dalam hukum Islam, akad secara etimologis adalah Al-rabtu 

baina athraf al-syai‟, ikatan di antara ujung suatu perkara. Makna 

bahasa ini dapat dipahami, bahwa akad merupakan kesepakatan 

yang saling mengikat diantara kedua belah pihak yang terlibat 

transaksi.
24

 

       Secara terminologi, istilah akad memiliki dua makna, baik 

makna umum maupun khusus. Menurut makna umum, kalangan 

Mazhab Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 

akad adalah segala sesuatu kesepakatan yang bersumber dari 

kehendak pihak-pihak yang berakad, baik kehendak dari satu 

pihak maupun bersumber dua pihak. 

       Sementara akad menurut makna khusus adalah ikatan antara 

ijab dan kabul dengan cara yang disyariatkan yang memberikan 

implikasi kepada objeknya.
25

 

       Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap akad memberikan 

implikasi atau akibat hukum. Itu sebabnya, setiap akad harus 
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terpenuhi syarat rukunnya, maka akad tersebut tidak dapat 

dibatalkan secara sepihak. Akad yang telah sah secara hukum 

berstatus mengikat dan kedua belah pihak memiliki hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi. 

       Dalam Al-Qur‟an dan Hadis terdapat banyak perintah agar 

memenuhi janji. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib 

dipenuhi. Diantara ayat dan hadist dimaksud adalah.
26

 

....  
   

  
     

 
Artinya: ... dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti 

diminta pertanggungan jawabnya.(QS. Al-Israa 17: 34).
27

 

 

Menurut tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi 

Arabia, ayat di atas bermakna bahwa penuhilah janji yang kalian 

telah berkomitmen untuk melaksanakannya. Sesungguhnya 

perjanjian itu, Allah akan meminta pertanggung jawaban kepada 

yang bersangkutan di hari kiamat. Dia akan memberi balasan 

baginya apabila menyempurnakan dan memenuhinya dan akan 

menyiksa orang yang  mengkhianatinya.
28

 

                                                             
       26

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2010), 89. 

       
27

 Al-Quran Terjemah Al-Israa, 17: 3. 

       
28

  https://tafsirq.com/ (10 september 2021). 



 

 

  
  

  ... 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu....(QS. Al-maidah 5: 1)
29

 

 

       Menurtut tafsir Kemenag RI, surah ini diawali dengan 

perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-

janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji 

kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! 

Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan 

Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya 

sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan 

tidak menghalalkan yang haram.
30

 

       Dalam penelitian ini, teori perjanjian mengikat digunakan 

untuk menganalisis ketiga rumusan masalah mengenai isi 

perjanjian, pembatalan secara sepihak dan penyelesaian kerugian 

akibat pembatalan sepihak tersebut. 

2. Teori Tanggung Jawab 

        Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung 

jawab hukum menyatakan bahwa:  

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab 

hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas 

suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.
31
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 Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: 

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan 

oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan 

biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan 

(culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi 

karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa 

maksud jahat, akibat yang membahayakan.
32

 

 

       Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab 

terdiri dari:
33

  

a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu 

bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya 

sendiri;  

b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu 

bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan 

oleh orang lain;  

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti 

bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran 

yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan 

tujuan menimbulkan kerugian;  

d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang 

individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang 

dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. 

       Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan 

sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada 
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pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat 

kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah 

responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.
34

 

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung 

jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan 

sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liabilty,
35

 

sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum 

seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan 

tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus 

perbuatannya bertentangan dengan hukum. 

       Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam 

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi 

beberapa teori, yaitu:
36

  

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat 

harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga 

merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang 

dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.  

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), 

                                                             
        

34
 HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 

337. 

       
35

. Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary 

(Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011), 54. 
       

36
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Citra Aditya Bakti, 2010), 

336. 



 

 

didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang 

berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur 

baur (interminglend).  

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum 

tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan 

pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.   

       Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad ini 

disebut daman akad (dhaman al-aqd). Hanya saja perlu diketahui 

bahwa daman (tanggung jawab) akad adalah satu bagian dari 

ajaran tentang daman (tanggung jawab perdata) secara 

keseluruhan, karena disamping daman akad, dalam hukum Islam 

terdapat pula apa yang disebut daman uwad (daman al-„udwan), 

yaitu tanggung jawab atas perbuatan merugiakan orang lain 

(perbuatan melawan hukum perdata).
37

 

       Sebab terjadinya daman ada dua macam yaitu, (1) tidak 

melaksanakan akad, atau (2) alpa dalam melaksanakannya. 

Timbulnya daman (tanggung jawab) akad mengandaikan bahwa 

terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum 

sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Bila mana akad yang 

sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak 

dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan, tetapi tidak 

sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan 
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dipihak debitur tersebut, baik kesalahan atau karena 

kesengajaannya  untuk tidak melaksanakaannya maupun karena 

kelalaiannya.
38

 

       Tanggung jawab itu merupakan amanat ketuhanan yang 

sungguh besar dan berat. Oleh karena itu, semua yang ada di 

langit dan di bumi menolak amanat yang sebelumnya telah Allah 

SWT tawarkan kepada mereka. Akan tetapi, manusia berani 

menerima amanat tersebut, padahal ia memiliki potensi untuk 

mengingkarinya seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab 

33: 72. 

  
  

 
 

 
  

 
  
 
   

   
    

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat 

kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan 

untuk memikul amanat
39

 itu dan mereka khawatir akan 

mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. 

Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh. (QS. Al-

Ahzab, 33: 72)
40
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       Ibn 'Abbas sebagaimana dikutip oleh Ibn Kasir dalam 

tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amanat pada 

ayat di atas adalah ketaatan dan penghambaan atau ketekunan 

beribadah. Ada juga yang memaknai kata amanah sebagai al-

taklif atau pembebanan, karena orang yang tidak sanggup 

memenuhinya berarti membuat utang atas dirinya. Adapun orang 

yang melaksanakannya akan memperoleh kemuliaan.
41

 

       Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan 

arah/petunjuk serta menjelaskan penyelesaian akibat pembatalan 

dan tanggung jawab pihak petani kelapa. 

3. Teori Kepastian Hukum 

      Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara 

hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan 

pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan 

sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu 

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur 

secara pasti dan logis.
42

 

        Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat 

dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari 

kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum 

terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. 

Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa 
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yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian 

sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah 

satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk 

norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan 

kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman 

perilaku bagi setiap orang.
43

 

       Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) 

dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma 

lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. 

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang 

jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak 

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. 

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah 

dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang 

tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang 

dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian 

hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum 

terutama untuk norma hukum tertulis.
44

  

Teori kepastian menurut ahli hukum : 

a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, 

pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) 

hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang 
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mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang 

khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum 

berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para 

pihak terhadap kesewenangan hakim. Dalam paradigma 

positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan 

yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas 

yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung 

tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak 

menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum 

positif adalah satu-satunya hukum.
45

  

b. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang 

sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun 

Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh 

yang mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan 

bahwa dalam situasi tertentu yaitu : 

1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan 

mudah diperoleh (accessible)  

2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan 

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga 

tunduk dan taat kepadanya.  

3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka 

terhadap aturan-aturan tersebut.  
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4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak 

berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut 

secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan 

sengketa hukum, dan keputusan peradilan secara konkret 

dilaksanakan.
46

  

       Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang 

diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” 

demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan 

masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan 

dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati 

serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini 

menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social 

disorganization atau kekacauan sosial”.
47

 

       Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum 

merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus 

dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki 

adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan 

yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga 

aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin 

adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan 

yang harus ditaati.
48
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       Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis ketiga 

rumusan masalah mengenai isi perjanjian, pembatalan secara 

sepihak dan penyelesaian kerugian akibat pembatalan sepihak 

tersebut. 

C. Deskripsi Teoritis 

1. Jual Beli 

a. Pengertian jual beli. 

       Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti Al-

ba‟i, Al-Tijarah dan Al-Mubadahlah, sebagaimana Allah 

SWT berfirman: 

  
  

  
 

  
  
 

  
      

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca 

kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan 

sebahagian dari rezki yang Kami anugrahkan kepada 

mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu 

mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.(QS. 

Faathir 35: 29).
49

 

 

       Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah 

sebagai berikut.
50
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1). Menukar barang dengan barang atau barang dengan 

uang dengan jalan melepaskan hak milik dari sutu 

kepada yang lain atas dasar saling merelakan. 

2).  Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang 

sesuai dengan aturan syara. 

3). Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara 

khusus diperbolehkan. 

       Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami 

bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar 

benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela 

diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara‟ 

dan disepakati. 

       Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah 

memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal yang ada 

kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukun 

tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak 

syara‟.
51

 

       Jual beli di dalam kitab Undang-Undang KUHPerdata 

bab kelima bagian kesatu Pasal 1457 berbunyi: 

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 
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suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar 

harga yang telah dijanjikan.
52

 

 

       Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan timbal 

balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji 

untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan 

pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar 

harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari 

perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua 

perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan 

istilah belanda koopen verkoop yang juga mengandung 

pengertian bahwa pihak yang satu verkoopt (menjual) 

sedang yang lainnya koopt (membeli).
53

 

       Berdasarkan pengertian jual beli menurut Pasal 1457 

KUHPerdata tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli 

adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual 

berjanji untuk menyerahkan barang hak milik atas suatu 

barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar 

sejumlah uang sebagai imbalan.  

b. Dasar Hukum Jual Beli 

1) Hukum Islam. 

       Jual beli sebagai sebuah kegiatan transaksi yang 

mempunyai landasan yuridis yang kuat, baik dalam Al-
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Qur‟an maupun Sunnah Rasulullah Saw. Terdapat 

sejumlah ayat di dalam Al-Qur‟an yang berbicara tentang 

jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut: 

 
 

  
  

  
 

 
  

   
 
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
    

 
  

   
     

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba
54

 

tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang 
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yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 

gila
55

. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya 

jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu
56

 

(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya.(QS.Al-Baqarah 2: 275).
57

 

       Dalam tafsir Jalalain ayat di atas menjelaskan 

tentang orang-orang yang memakan riba, artinya 

mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam 

muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik 

mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, 

(tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti 

bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan 

penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi 

berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), 

maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), 

maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-

beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. 

Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka 
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katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah 

menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan 

mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang 

kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) 

atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), 

artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang 

telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan 

doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan 

urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah 

 dan orang-orang yang mengulangi) memakannya 

dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang 

halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal 

mereka di dalamnya).
58

 

       Ayat di atas merujuk pada kehalalan jual beli dan 

keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum 

musyrikin yang menentang disyariatkanya jual beli 

dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui 

konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-

Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan 

sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah 
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mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara 

umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. 
59

 

 

  
  

  
   

  
  

  
  

  
 

  
   

  
 

    
Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia 

(rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila 

kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada 

Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan 

menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya 

kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-

benar Termasuk orang-orang yang sesat.(Qs. Al-Baqarah 

2: 198).
60

 

. 
       Dalam tafsir Jalalain ayat di atas menjelaskan bahwa  

(Tidak ada dosa bagi kamu) dalam (mencari) atau 

mengusahakan (karunia) atau rezeki (dari Tuhanmu) 

yakni dengan berniaga di musim haji. Ayat ini turun 

untuk menolak anggapan mereka yang keliru itu (Maka 
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jika kamu telah bertolak), artinya berangkat (dari Arafah) 

yakni setelah wukuf di sana, (maka berzikirlah kepada 

Allah), yakni setelah bermalam di Muzdalifah sambil 

membaca talbiah, tahlil dan berdoa (di Masyarilharam) 

yaitu nama sebuah bukit di ujung Muzdalifah disebut 

Quzah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi saw. 

wukuf di sana, berzikir dan berdoa kepada Allah hingga 

hari telah amat benderang." (H.R. Muslim). (Dan 

berzikirlah kepada-Nya disebabkan petunjuk yang 

diberikan-Nya kepadamu) untuk mengetahui pokok-

pokok agama dan tata cara hajinya. 'Kaf' menunjukkan 

sebab atau motifnya. (Dan sesungguhnya) dibaca 'in' 

bukan 'inna' (kamu sebelum itu) maksudnya sebelum 

petunjuk itu (termasuk orang-orang yang sesat).
61
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu;
62

 Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. (QS. An-nisa 4: 29).
63

 

 

      Dalam tafsir Jalalain ayat di atas menjelaskan bahwa  

(Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan 

yang haram menurut agama seperti riba dan 

gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi 

(secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di 

atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta 

tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka 

sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati 

masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan 

melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya 

bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan 

akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang 
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kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat 

demikian.
64

 

       Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasullah Saw. 

Diantaranya adalah sebagai berikut: 

 النَّبَِّ  أَنَّ »  عَن و   اللَّو   رَضِيَ   رَافِع   ب نِ  رفَِاعَةَ  عَن  
 ال كَس بِ  أَي  : س ئِلَ   وَسَلَّمَ  عَلَي وِ  اللَّو   صَلَّى 

؟  بَ ي ع   وكَ ل   بيَِدِهِ، الرَّج لِ  عَمَل  : قَالَ  أَط يَب 
اكِم   وَصَحَّحَو   ال بَ زَّار   رَوَاه   «مَب  ر ور   الَْ   

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu 

bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah 

ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?” 

Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya 

dan setiap jual beli yang bersih. (HR. Ahmad).
65

 

 

       Berdasarkan kandungan ayat di atas beberapa ulama 

fiqih telah sepakat dan memperbolehkan jual beli dengan 

alasan bahwasanya manusia tidak akan mampu 

mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang 

lain. Namun demikian, bantuan orang lain yang 

dibutuhkan harus diganti dengan barang lainnya yang 

sesuai dengan barang tersebut.
66

 Hukum jual beli juga 

bisa dikatakan boleh jika dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. Maksud dari 
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sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah 

SWT ialah telah memenehui rukun dan syarat jual beli 

dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli sehingga bila 

praktik tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual 

beli maka berarti tidak sesuai dengan kehendak Syar‟i.
67

 

       Imam Asy-Syatybi (pakar ulama fiqih Maliki) 

menyatakan bahwasanya hukum asal dari jual beli adalah 

mubah (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, 

menurut Imam Asy-Syatybi, hukumnya boleh berubah 

menjadi wajib. Imam Syatybi memberi contoh ketika 

terjadi praktik Ikhtiar (penimbunan barang sehingga stok 

hilang dari pasar dan harga melonjak menjadi naik). 

Dalam hal ini pemerintah berhak memaksa untuk 

menjual barang tersebut dikarenakan ada praktik 

ikhtikar.
 68

 

 

 

2)   KUHPerdata 

      Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang 

dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.
69

 Jual beli 
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diatur dalam buku III KUHPerdata, bab ke lima tentang 

jual beli Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1458.  

       Menurut Pasal 1457 unsur pokok dalam perjanjian 

jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual 

dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan 

benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual 

beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju 

tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari 

perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 

KUHPerdata adalah jual beli itu dianggap telah terjadi 

antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-

orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut 

dan harganya, meskipun kebendaan itu belum 

diserahkan, maupun harganya belum dibayar.
70

  

c. Rukun dan Syarat Jual Beli 

       Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi 

sehingga jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh syara‟. 

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan 

pendapat antara ulama Hanifiyah dengan mayoritas ulama. 

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu 

ijab kabul. Menurut mereka (ulama Hanafiyah) yang menjadi 

rukun jual beli itu hanya kerelaan (ridho/‟an taradhin) kedua 
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belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi 

karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit 

untuk diindra sehingga tidak terlihat, maka diperlukan 

indikasi yang menunjukan kerelaan itu dari kedua belah 

pihak. Indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak 

yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka 

teraplikasikan dalam ijab kabul, atau melalui cara saling 

memberikan barang dan harga barang (ta‟athi).
71

 

         Adapun menurut jumhur Ulama, rukun jual beli itu ada 

empat, yaitu: 1) adanya orang yang berakad atau aqidain, 

yakni penjual dan pembeli; 2) adanya sighat (ijab dan kabul); 

3) adanya mabi‟ (objek atau barang yang diperjual belikan); 

4) adanya nilai tukar pengganti barang atau ;iwadh. 

        Dalam konteks hukum di Indonesia, menurut 

Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56, rukun jual 

beli ada tiga, yaitu:
72

 

1) Pihak-pihak 

       Pihak-pihak yang berkaitan dalam perjanjian jual beli 

terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat 

dalam perjanjian tersebut. 
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2)  Objek  

       Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan 

benda yang tidak berwujud, yang bergerak ataupun benda 

yang tidak bergerak, dan yang terdaftar ataupun yang tidak 

terdaftar. 

3)  Kesepakatan 

       Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, 

dan isyarat, ketiganya mempunya makna hukum yang 

sama.
73

 

d. Ijab Qabul 

       Dalam tradisi fiqih klasik, secara teperinci ada tujuh 

syarat ijab qabul yang harus diperhatikan demi 

kesempurnaan akad. Pertama, mengetahui subtansi akad. 

Kedua, kesesuain qabul terhadap ijab. Ketiga, tidak terpisah 

antara ijab dan qabul.  Keempat, tidak ada senda gurau. 
74

 

       Mengucapkan dengan lisan hanyalah salah satu cara 

yang ditempuh dalam mengedakan akad, sebab ada juga cara 

lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. 

Secara teperinci, para ulama fiqih menerangkan beberapa 

cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:
75

 

1) Kitabah (tulisan), misalnya dua pihak yang berakad 

saling berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh 
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dengan tulisan. Atas dasar inilah para fuqaha membuat 

kaidah: “tulisan itu sama kedudukannya dengan 

ucapan/tulisan” 

2) Isyarah (isyarat), misalnya orang yang tidak dapat 

berbicara dapat mengadakan akad ijab qabul dengan 

isyarat, orang yang tidak pandai baca tulis tidak mampu 

mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang 

yang tidak mampu berbicara dan tidak pandai baca tulis 

tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan atau 

tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan 

dengan isyarat. Maka para fukaha membuat kaidah 

sebagai berikut: “isyarat bagi orang yang bisu/tidak dapat 

berbicara sama dengan ucapan dengan lisan”. 

3) Ta‟athi (saling memberi), seperti seseorang melakukan 

pemberian kepada seseorang dan orang tersebut 

memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa 

ditentukan besar imbalannya. 

4) Lisan al-hal, misalnya seseorang meninggalkan barang-

barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan 

orang yang ditinggalkan barang-barang itu berdiam diri 

saja, hal itu dipandang telah ada akad ida‟(titipan) antara 

orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi 

barang titipan tersebut dengan jalan dalalah al-hal. 



 

 

 

2. Pembatalan Perjanjian dan Akibat Hukum. 

a. Pembatalan Karena Wanprestasi 

       Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang 

diwajibkan, seperti yang telah disepakati. Apabila tindakan 

debitur merugikan kreditur, ia wajib mengganti kerugian, 

kreditur dapat pula membatalkan perjanjian.
76

 

       Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu 

pihak dalam perjanjian apabila terdapat wanprestasi yang 

dilakukan oleh pihak lain. Wanprestasi merupakan syarat 

batalnya suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa 

dirugikan dapat melakukan pembatalan perjanjian.
77

 

       Akibat hukum adanya wanprestasi adalah hukuman atau 

sanksi hukum sebagai berikut: 

1) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur 

(Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
78

 

2) Jika perikatan itu timbal balik, kreditur dapat 

membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra 

prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata, 

yaitu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam 
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persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya.
79

 

3) Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdata menyebutkan apabila 

perjanjian itu untuk memberikan sesuatu, maka resiko 

beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi.
80

 

4) Debitur diwajibkan memenuhi pelaksanaan perikatan 

jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perikatan 

disertai ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata).
81

 

5) Dibetur harus membayar perkara jika perkara tersebut 

dibawa ke depan Pengadilan Negeri, dan debitur 

dinyatakan bersalah. 

b. Pembatalan atas persetujuan Kedua Belah pihak 

       Syarat batal suatu perjanjian sendiri diatur dalam 

KUHPerdata Pasal 1266 berbunyi: 

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam 

persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak 

tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian 

persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan 

harus dimintakan kepada kepengadilan.
82

 

 

       Namun ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata tersebut dapat 

dikesampingkan melalui kesepakatan kedua belah pihak 

sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata: 

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang 
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membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, 

atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 

dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan tidak baik.
83

 

 

       Akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian 

apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak 

untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum 

terjadinya perjanjian.
84

 

c. Pembatalan Sepihak 

       Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan 

sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi 

prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam 

perjanjian.
85

 

       Syarat batal suatu perjanjian sendiri diatur dalam 

KUHPerdata Pasal 1266 berbunyi : 

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam 

persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu 

pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal 

demikian persetujuan tidak batal demi hukum, 

tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. 

 

       Namun, ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata dapat di 

kesampingkan melalui kesepakatan para pihak sebagaimana 

diterangkan dalam pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 
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1267 KUHPerdata dalam perjanjian, sehingga tidak semua 

pembatalan perjanjian harus lewat pengadilan. 

       Kemudian, patut diperhatikan pula ketentuan 

KUHPerdata Pasal 1267 berbunyi : 

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat 

memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi 

persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau 

menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian 

biaya, kerugian dan bunga.
86

 

 

       Jadi, syarat batal di sini menyatakan suatu kondisi 

batalnya suatu kontrak, jika salah satu pihak melakukan 

wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Syarat batal 

pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata hanya khusus 

mengatur ketika terjadi wanprestasi, tidak yang lain. 

Prinsipnya, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata ini ingin 

memberikan suatu kewajiban (mau tidak mau) bahwa 

bagaimanapun para pihak mengatur suatu perjanjian timbal-

balik (das sein), namun apabila berkaitan dengan batalnya 

perjanjian sebagai akibat wanprestasi, perjanjian tersebut 

harus tunduk pada ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 

KUHPerdata (das sollen). Kewajiban yang tidak dapat 

ditawar-tawar tersebut terlihat dari penggunaan kata 

“dianggap selalu”. Artinya, ada atau tidaknya klausula 

mengenai batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, 

                                                             
       86 Tim Permata Press, KUHPerdata (Surabaya: Permata Press, 2010), 305. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d534a209bbf4/pengesampingan-pasal-1266-dan-pasal-1267-kuhper-dalam-perjanjian/


 

 

maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1266 

dan Pasal 1267 KUHPerdata.
87

 

       Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata maka akibat 

hukum yang didapat apabila melakukan pembatalan sepihak 

ialah :  

1) Memaksa pihak yang melakukan pembatalan sepihak 

untuk memenuhi persetujuan yang ada, seperti tetap 

memenuhi perjanjian atau melakukan seluruh 

pembayaran sesuai perjanjian; atau 

2) Dapat melakukan pembatalan dan meminta ganti 

kerugian dan bahkan bunga atas seluruh kerugian yang 

dialami atas tidak terlaksanakannya perjanjian. 

 

3. Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. 

       Perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan 

dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol 

atau mengatur prilaku yang bahaya, untuk memberikan tanggung 

jawab atas suatu kerugian yang terbit dari intraksi sosial, dan 

untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu 

gugatan yang tepat.
88
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       Perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 

KUHPerdata, yaitu:  

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa 

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk 

menggantikan kerugian tersebut. 

 

       Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami unsur-unsur 

perbuatan melawan hukum sebagai berikut: 

a. Adanya suatu perbuatan; 

b. Perbuatan tersebut melawan hukum; 

c. Adanya kesalahan pihak pelaku; 

d. Adanya kerugian bagi korban; 

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
89

 

       Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang 

diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak 

dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua 

kemungkinan alasan, yaitu:
90

 

a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak 

dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian. 

b. Karena keadaan memaksa (overmacht), forje majeure, jadi 

diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.  

       Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah 

melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan 
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bagaimana debitur dikatan sengaja atau lalai tidak memenuhi 

prestasi, Ada tiga keadaan yaitu:
91

 

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, 

b. Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak baik atau keliru. 

c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau 

terlambat. 

       M.A Moegni Djojodirjo mengemukakan sejumlah 

perbedaan gugutan ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan 

melawan hukum, perbedaan tersebut meliputi: 

a. Dalam gugatan karena perbuatan melawan hukum 

penggugat harus membuktikan semua unsur perbuatan 

melawan hukum, misalnya ia harus mebuktikan kesalahan 

tergugat. Dalam gugatan wanprestasi, penggugat cukup 

menunjukan adanya wanprestasi, sedangkan pembuktian 

ada tidaknya wanprestasi dibebankan kepada tergugat; 

b. Gugatan pengembalian pada keadaan semua hanya 

dilakukan    jika terjadi gugatan karena perbuatan melawan 

hukum. Dalam gugatan wanprestasi tidak dapat diminta 

pengembalian pada keadaan semula; dan 

c. Jika terdapat beberapa orang debitur yang bertanggung  

jawab, maka dalam hal ini terjadi penuntutan ganti karena 

perbuatan melawan hukum, masing-masing debitur tersebut 
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bertanggung jawab untuk keseluruhan ganti rugi tersebut, 

sekalipun tidaklah berarti bahwa tanggung jawab tersebut 

secara tanggung renteng.
92

 

       Untuk mempermudah dalam melihat perbedaan wanprestasi 

dan perbuatan melawan hukum bisa dilihat dalam tabel ini.
93
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4. Alternatif Penyelesaian Sengketa.  

       APS (singkatan dari alternatif penyelesaian sengketa) yang 

merupakan terjemahan dari istilah asing (Inggris), yaitu, 

Alternative Dispute Resolution, oleh Suyud Margono diartikan 

sebagai: pertama, Alternative to litigation yang mempunyai 

implikasi makna seluruh penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari APS; dan 



 

 

kedua, alternative to adjudication, yang mempunyai implikasi 

makna APS dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa 

yang bersifat konsensus atau kooperatif, seperti halnya negosiasi, 

mediasi dan konsiliasi.
94

 

       APS menurut UU No. 30 Tahun 1999, mencakup bentuk dan 

mekanisme hukum berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara 

lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku. 

              Dalam tulisan ini hanya akan membahas penyelesaian 

sengketa melalui mediasi dan negosiasi sebagai dasar dari tata 

cara penyelesaian sengketa  

a. Negosiasi 

       Negosiasi yaitu cara untuk penyelesaian masalah melalui 

diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang 

bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. 

Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai 

kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat 

dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 alasan, 

yaitu : (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat 

dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak 

penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan 

harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa; dan (2) untuk 
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memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara 

para pihak.
95

 

b. Mediasi 

       Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan 

melibatkan pihak ketiga netral, yang tidak memiliki 

kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-

pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang 

diterima oleh kedua belah pihak. Jika dicermati pengaturan 

tentang mediasi berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 sangat 

kurang memadai, sehingga memicu dikeluarkannya peraturan 

terkait seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan 

pengertian mengenai tahap pramediasi, proses mediasi, serta 

tempat dan biaya mediasi.
96

 

       Negosiasi dan mediasi dilakukan dengan mendiskusikan 

perbedaan-perbedaan yang timbul diantara para pihak yang 

bersengketa melalui “musyawarah untuk mufakat” dengan tujuan 

untuk mencapai “win-win solution”. Untuk berhasilnya 

penyelesaian sengketa tersebut sangat tergantung pada keinginan 

dan itikad baik para pihak yang bersengketa. 

5. Kelapa 
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       Kelapa adalah tanaman perkebunan yang banyak tersebar 

diwilayah tropis.
97

 Produk utamanya adalah kopra yang berasal 

dari daging buah yang dikeringkan. Buah kelapa muda 

merupakan salah satu produk tanaman tropis yang unik karena 

disamping kompenan daging buahnya dapat langsung 

dikonsumsi, juga kompenan air buahnya dapat langsung 

diminum  tanpa melalui pengolahan. 

       Keunikan ini ditunjang oleh sifat fisik dan komposisi kimia 

daging dan air kelapa, sehingga produk ini sangat digemari oleh 

konsumen baik anak-anak maupun orang dewasa. 

       Buah kelapa selain bernilai ekonomi tinggi, daging buahnya 

memiliki komposisi gizi yang cukup baik, antara lain 

mengandung asam lemak dan asam amino esensial yang sangat 

dibutuhkan oleh tubuh.
98

 

       Buah kelapa mempunya sejarah panjang di Indonesia, 

bahkan sudah menjadi lambang pengenal kepulauan Indonesia. 

Dalam kehidupan sehari hampir semua bagian tanaman buah 

kelapa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Setiap pohon 

kelapa bisa menghasilkan sekitar 20 butir kelapa sekali panen 
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setiap 2 bulan sekali. Usia produktif tanaman ini mencapai 30 

tahun.
 99
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

       Waktu penelitian yang diperlukan dalam penelitian “Pembatalan 

Sepihak Jual Beli Buah Kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk 

Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur” dilaksanakan selama 6 

bulan. Berikut ini matrik kegiatan penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Alokasi Waktu Penelitian 2021 

Kegiatan Feb Mar Jun Jul Agust Okt 

Sidang Judul  X      

Penyusunan 

Proposal 
 X     

Seminar Prosposal   X    

Revisi Proposal   X    

Penelitian    X X  

Munaqasah      X 

Selesai       X 

 

 

 

 

 



 

 

2. Tempat Penelitian 

       Tempat penelitian adalah bagian untuk mengemukakan secara 

detail, spesifik, lengkap, dimana penelitian dilakukan dan alasan 

logis mengapa memilih lokasi tersebut. Penelitian yang dilakukan 

oleh penulis bertempat di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit 

Kabupaten Kotawaringin Timur. Karena di tempat tersebut terjadi 

permasalahan pembatalan sepihak jual beli buah kelapa.  

 

B. Jenis Penelitian  

       Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain 

jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan 

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku 

serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata 

lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya 

atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk 

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, 

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada 

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian 

masalah. 

       Penelitian yuridis empiris merupakan model pendekatan dalam 

meneliti hukum sebagai objek penelitiannya sebagai bentuk sistem 

pemilu distrik, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai 

disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical 



 

 

atau kenyataan hukum. Pada penerapannya hukum empiris dapat 

berkaitan dengan kajian ilmu lainnya, sebab hukum empiris ini benar-

benar mempelajari bagaimana hukum dan penerapannya di masyarakat. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan “(field research)”. 

Penelitian kali ini menggunakan penelitian yuridis empiris untuk 

mengkaji Pembatalan Sepihak Jual Beli Buah Kelapa Secara di Desa 

Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan di Desa Parebok 

Kecamatan Teluk Sampit. 

 

C. Pendekatan Penelitian 

       Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

pendekatan sosialogis atau socio-legal research, yaitu pendekatan 

penelitian yang mengekaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia 

dan badan hukum) yang terjadi dilapangan. 

       Kemudian dalam kesempatan ini pula peneliti menggunakan 

pedekatan kualitatif deskriptif, karena penelitian ini berupa 

pengungkapan fakta yang telah ada dan menjadi suatu penelitian yang 

terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan 

sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 

utuh. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. 

Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman dalam bukunya yang 



 

 

berjudul “Metodologi Peneltian Hukum Progresif”, bahwa pendekatan 

kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskritif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.
100

 

       Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

prilaku yang dapat diamati. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan 

sosiologis (Sociological Approach). 

       Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan 

data deskritif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa 

dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. 

Pendekatan ini mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya 

dengan jelas dan rinci mengenai mengkaji pembatalan secara sepihak 

jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit 

Kabupaten Kotawaringin Timur. 

 

D. Data dan Sumber Data 

       Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data 

sekunder yang terdiri dari:  

1. Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang 

merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 
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berdasarkan penelitian lapangan. Data primer didapatkan melalui 

penelitian di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur.  

2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas: 

a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah 

KUHPerdata. 

b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan 

materi yang diteliti.  

c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum 

maupun kamus umum dan website internet. 

 

E. Objek Dan Subjek Penelitian 

1. Objek Penelitian 

       Objek penelitian merupakan obyek yang dijadikan penelitian 

atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek dalam 

penelitian ini adalah pembatalan perjanjian sepihak jual beli buah 

kelapa. 

2. Subjek Penelitian  

       Subjek penelitian adalah sumber data dan sekaligus pelaku 

dalam objek yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah petani 

kelapa dan pengepul kelapa yang terkait atas permasalahan 

pembataan sepihak jual beli buah kelapa di Desa Parebok. 



 

 

Kemudian dilengkapi dengan informan yang berkaitan atau yang 

mengetahui adanya permasalahan pembatalan sepihak jual beli 

buah kelapa di Desa Parebok, seperti pekerja yang disewa untuk 

mengangkut buah kelapa dan masyarakat desa parebok yang 

mengetahui permasalahan pembatalan sepihak jual beli buah kelapa 

sebagai informan. Informan pada penelitian ini digunakan untuk 

memberikan data pendukung. 

       Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu pemilihan subjek penelitian dengan cara sengaja 

oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Hal 

ini didukung yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif 

tidak ada sampel acak akan tetapi sampel bertujuan atau purposive 

sampling.  

Tabel 3.2 

Subjek Petani  Kelapa 

 

Nama Umur Profesi Alamat Luas tanah 

Sadam Husin 30 Petani kelapa Parebok 9. 825 m
2 

Siti Mutmainah 39 Petani kelapa Parebok 10800 m
2 

     Hasil Observasi Penelitian Di Desa Parebok 

Tabel 3.4 

Subjek Pengepul Kelapa 

 

No Nama Umur Profesi Alamat 

1 Salafudin 49 Pengepul Kelapa Parebok 

     Hasil observasi penelitian di Desa Parebok 



 

 

 

F. Penentuan Subyek Penelitian  

       Subyek penelitian dalam penelitian ini dipilih dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan subjek 

penelitian dengan cara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau 

pertimbangan tertentu. Hal ini didukung yang menyatakan bahwa dalam 

penelitian kualitatif tidak ada sampel acak akan tetapi sampel bertujuan 

atau purposive sampling.  

       Dalam hal ini peneliti memfokuskan diri kepada pihak pihak atau 

orang-orang yang posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman dan 

informasi terkait dengan pembatalan sepihak jual beli buah Kelapa di 

Desa Parebok. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan kriteria 

subjek penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan proses pembatalan 

sepihak jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk 

Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.   

2. Pihak-pihak yang mengetahui permasalahan pembatalan sepihak 

jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit 

Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Dari kriteria tersebut, ditentukan subyek penelitiannya adalah : 

a. Petani Kelapa Sebagai Subjek  

b. Pengepul Kelapa Sebagai Subjek 

c. Masyarakat Desa Parebok Sebagai Informan 



 

 

d. Pekerja Pengangkut Buah Kelapa Sebagai Informan 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

       Pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses 

yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam 

memperoleh data yang dapat menunjang penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Observasi 

       Observasi merupakan mengadakan pengamatan secara 

langsung di lapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang 

sebenarnya terhadap yang diteliti. Melalui teknik ini penulis 

melakukan pengamatan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan 

subjek penelitian maupun data yang ingin dikumpulkan. Dengan 

menggunakan teknik observasi ini peneliti lebih mengetahui fakta 

secara langsung mengenai, a. Bagaimana isi perjanjian jual beli 

buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur, b. Mengapa penjual membatalkan secara 

sepihak perjanjian lisan jual beli buah kelapa di Desa Parebok 

Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, c. 

Bagaimana upaya penyelesaian kerugian akibat pembatalan secara 

sepihak dalam perjanjian lisan jual beli buah kelapa di Desa 



 

 

Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur 

perspektif KUHPerdata dan hukum ekonomi syariah. 

2. Wawancara 

       Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. 

Wawancara dilakukan secara lisan dan saling berhadapan antara 

pewawancara dengan responden. Pewawancara yang mangajukan 

pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu teknik menggunakan wawancara terbuka yaitu subjeknya tahu 

bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa 

maksud wawancara tersebut. Adapun pertanyaan diwawancara 

tersebut ialah: a) seperti apakah isi perjanjian yang bapak buat 

dengan penjual, b) apa yang menjadi alasan si penjual 

membatalkan perjanjiannya yang bapak ketahui, c) ketika terjadi 

permasalahan tersebut bagaiamana bapak menyelesaikannya. 

Dengan menggunakan teknik wawancara ini peneliti dapat 

mengetahui lebih dalam mengenai pembatalan sepihak jual beli 

buah kelapa. 

3. Dokumentasi  

       Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, bahkan 

kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika 



 

 

melibatkan dokumentasi ini dalam metode penelitian kualitatif nya. 

Adapun rincian dokumentasi sebagai berikut : 

a. Foto petani kelapa dan pengepul kelapa 

b. Foto saat melakukan wawancara 

c. Foto saat terjadi transaksi jual beli buah kelapa 

d.   Foto saat mengangkut buah kelapa. 

 

H. Teknik Pengabsahaan  Data 

       Pengabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data 

yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar 

penelitian ini menjadi sempurna. Untuk pengabsahaan data peneliti 

menggunakan Triangulasi yaitu mengadakan perbandingan, antara teori 

dan hasil lapangan pada sumber data yang dengan yang lain. 

       Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang disebut metode kualitatif. Menurut Patton sebagaimana dikutip 

oleh Moeleong tentang keabsahaan data dapat dicapai dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Membandingkan data hasil pengamantan dengan hasil wawancara; 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi; 



 

 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi       

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; 

d. Membandingkan keadaan dan persefektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan 

orang pemerintahan; 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

       Adapun dalam teknik ini penulis akan membandingkan antara data 

hasil wawancara tentang pembatalan sepihak, isi perjanjian, alasan 

pembatalan sepihak, serta bagaimana cara penyelesaian permasalahan 

tersebut dan hasil observasi dengan mengamati subjek selama 

melakukan wawancara. Selain itu penulis akan membandingkan data 

hasil wawancara dan observasi dengan pengetahuan penulis yang 

bersumber dari Kuhperdata dan hukum perjanjian syariah. 

 

I. Teknik Analisis Data 

       Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

didahului dengan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah 

metode analisis data dengan cara menjelaskan dan memaparkan data 

apa adanya, dalam hal ini data tentang pembatalan sepihak perjanjian 

jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit 

Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian dianalisis dengan beberapa 



 

 

teori sebagaimana dijelaskan pada sub bagian kerangka teori 

selanjutnya di tarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis 

terhadap pembatalan sepihak perjanjian jual beli buah kelapa di Desa 

Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. 

       Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan diduktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang 

khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta itu ditarik 

generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk 

mengetengahkan data-data mengenai pembatalan sepihak yang sifatnya 

umum. Kemudian diolah untuk diambil data-data yang sifatnya khusus 

mengenai pembatalan sepihak perjanjian jual beli buah kelapa di Desa 

Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Selanjutnya data direduksi atau diseleksi, disederhanakan, dan dipilih 

untuk kemudian diambil data yang relevan dengan penelitian. 

Selanjutnya diadakan penyajian data dengan teori untuk kemudian 

ditarik kesimpulan yang sesuai dengan analisis. 

       Persoalan pembatalan sepihak perjanjian jual beli buah kelapa di 

Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin 

Timur dianalisis menggunakan teori perjanjian mengikat. Hal –hal yang 

dianalisis adalah isi perjanjian yang dibuat oleh petani kelapa dan 

pengepul kelapa. Disamping itu, teori ini digunakan untuk mengetahui 

pembatalan sepihak dilakukan oleh petani kelapa apakah tertera dalam 

perjanjian yang dibuat. Kemudian teori tanggung jawab digunakan 



 

 

untuk menganalisis pertanggung jawab penjual yang membatalkan 

perjanjian. 

       Penyelesaian masalah kerugian dalam pembatalan sepihak 

perjanjian jual beli buah kelapa dianalalisis menggunakan teori 

kepastian hukum. Hal-hal yang dianalisis adalah penyelesaian kerugian 

menurut KUHPerdata dan hukum ekonomi syariah atas pembatalan 

sepihak. 

      Adapun dalam teknis penulisan skripsi ini, penulis berpedoman 

pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN 

Palangka Raya” yang disusun tim penulis Fakultas Syariah IAIN 

Palangka Raya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. Letak Geografis  

       Desa Parebok merupakan salah satu desa yang berada di  

Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, berdiri 

sejak tahun 1967 dengan jumlah penduduk pada saat ini 662 kepala 

keluarga (KK). Mata pencaharian masyarakat pada saat ini sebagai 

petani padi  dan berkebun. 

Gambar 4.1 

Denah Desa Parebok 

 

 



 

 

       Adapun sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk di 

Desa parebok sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Sumber Penghasilan Penduduk Desa
101

 

 

Penghasilan Utama Persentase 

Petani 35% 

Perkebunan Kelapa 45% 

Peternakan 10% 

Perikanan 10% 

 

       Jumlah penduduk Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit bisa di 

lihat dari tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Desa Parebok
102

 

 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-Laki 1.099 

2 Perempuan 1.033 

 Jumlah 2.132 

 

       Dari tabel di atas terlihat bahwa masyarakat Desa Parebok lebih 

banyak didominasi oleh kaum laki-laki dimana 1.099 dari jumlah 
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penduduk yang ada. Sedangkan perempuan 1.033 dari jumlah 

penduduk yang ada. 

2. Pendidikan Dan Kehidupan Beragama 

a. Pendidikan 

       Pendidikan merupakan sarana penting untuk memajukan 

masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin 

tinggi pula kualitas SDM dalam suatu masyarakat tersebut. Di 

bawah ini dapat di lihat sarana pendidikan yang di  Desa Parebok. 

Tabel 4.3 

Sarana Pendidikan di  Desa Parebok
103

 

 

Pendidikan Jumlah 

TK 1 

SD 2 

Pesantren 1 

 

       Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa di Desa Parebok 

sarana pendidikan tergolong cukup bagus dalam artian dapat 

menunjang dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan 

pendidikan. 
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b. Kehidupan Beragama 

       Agama sangat penting bagi manusia, karena agama merupakan 

suatu pola aqidah yang mencakup unsur kepercayaan. Agama 

mengajarkan manusia banyak hal dalam kehidupan, baik itu dalam 

masyarakat, dalam kehidupan ekonomi, dan dalam kehidupan 

berinteraksi sesama manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

       Kehidupan agama dilaksanakan masyarakat Desa Parebok 

cukup baik dan penduduknya mayoritas beragama Islam. 

Sebagaimana tempat peribadatan yang ada di  Desa Parebok dapat 

diketahui pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Sarana Tempat Ibadah Desa Parebok
104

 

 

Sarana Ibadah Jumlah 

Masjid 2 

Mushola 5 

 

c. Kebun kelapa 

       Masyarakat desa parebok yang mempunyai perkebunan kelapa 

lebih dari 3 hampir 10 orang. Dengan luas rata-rata 10.000 m
2
. 

Masyarakat desa parebok yang menjadi subjek dalam penelitian 

mempunyai perkebunan kelapa dengan luas 9.824 m
2
 (petani A), 

dan 10800m
2
 (petani B).  
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Tabel 4.5 

Kebun Kelapa Petani A 

Luas Tanah 9.824 m
2 

Panjang 320 M 

Lebar 37 M 

Jumlah Batang Kelapa 306 batang 

Hasil Panen 6.120 biji 

 

Tabel 4.6 

Kebun Kelapa Petani B 

Luas Tanah 10800 m
2 

Panjang 240 M 

Lebar 45 M 

Jumlah Batang Kelapa - 

Hasil Panen 5.000-6000 Biji 

 

Tabel 4.7 

Jumlah Petani Kelapa Dan Pengepul 

Profesi  Jumlah  Rata-Rata Jumlah Kebun 

Pengepul  1 Orang 10-15 

Petani Kelapa 400 Orang 1-3 

 

B. Hasil Penelitian 

              Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, 

maka peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti 

perlukan, dalam penelitian ini yang peneliti lakukan dengan beberapa 

petani dan pengepul. Peneliti mendapatkan data tentang perjanjian yang 



 

 

dibuat antara petani dan pengepul dan alasan pembatalan sepihak yang 

dilakukan petani serta cara penyelesaian permasalahan kerugian tersebut. 

         Untuk lebih jelasnya di bawah ini peneliti akan menguraikan satu 

persatu data yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan permasalahan dan 

tujuan penelitian yang dikemukakan di BAB I. maka data dari subjek 

sangat diperlukan. Untuk itu disusun pedoman perolehan data penelitian 

seperti pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk 

menginterprensikan data yang diperoleh dari hasil tersebut, maka berikut 

ini akan dideskripsikan data hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Isi perjanjian lisan jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan 

Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. 

       Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian di atas, 

maka diajukan beberapa pertanyaan kepada subjek. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut pada setiap subjek inti, subjek tersebut adalah: 

a. Pengepul A 

       Bapak Adul adalah penduduk Desa Parebok RT 1. Bapak 

Adul telah menekuni perkerjaannya sebagai Pengepul buah 

kelapa selama kurang lebih 10 tahun. Dalam perkerjaan sebagai 

pengepul buah kelapa ini Bapak Adul mengumpulkan buah 

kelapa dari 3 desa yang berbeda-beda lokasinya. 

       Pertanyaan pertama untuk bapak Adul adalah bagaimana isi 

perjanjian yang bapak buat saat melakukan perjanjian jual beli 

buah kelapa? 



 

 

Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut: 

Sebenarnya dalam perjanjian yang sering saya lakukan itu 

tidak ada isi perjanjian yang spesifik, hanya berupa kata-

kata saja seperti misalnya ada petani mau menjual buah 

kelapa kepada saya, petani tersebut hanya berkata „dul 

saya jual kelapa kepada kamu, sore nanti ambil saja di 

tempat saya‟ seperti itu saja. Kadang ada juga yang cuman 

bilang „kelapa sudah selesai dikupas/cuit, nanti siang 

angkut saja‟.
105

 

 

       Pertanyaan selanjutnya berapa harga buah kelapa perbiji? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Harga perbiji Rp 2.500 mas kalo ditempat saya, harga Rp 

2.500 itu kalo dihitung beloncong
106

, sedangkan kalo tidak 

beloncong itu kita lihat dari segi besar daan bagusnya 

buah kelapa itu, kalo buah kelapanya besar dan bagus saya 

beli diharga Rp 3.000 mas. 

 

       Pertanyaan selanjutnya bagaimana sistem pembayarannya? 

Jawabanya sebagai berikut: 

Untuk sistem pembayarannya cash mas, pembayaran 

dilakukan setelah pengambilan buah kelapa. Tapi kalo 

petani minta uang duluan biasanya saya kasih juga. 

Tergantung petani juga sih mas. Mau ngambil diawal atau 

akhir pengambilan buah kelapanya.
107

 

 

       Pertanyaan selanjutnya apakah perjanjian yang dibuat bapak 

dengan petani kelapa tersebut secara langsung atau hanya lewat 

telpon atau sms? 

Jawabanya sebagai berikut: 
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Tidak menentu mas, kadang ada yang datang langsung 

kerumah kadang ada yang hanya lewat telpon. Kalo lewat 

chat itu jarang.
108

 

       Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari bapak Adul 

bahwa isi perjanjian hanya sebatas kata-kata saja yang mana 

tidak ada isi perjanjian yang pasti dibuat oleh pengepul dan 

petani. 

b. Petani Kelapa A 

       Bapak Hasan adalah penduduk Desa Parebok RT 1, bekerja 

sebagai petani kelapa selama kurang lebih 2 Tahun. 

       Pertanyaan pertama kepada bapak Hasan adalah bagaimana 

isi perjanjian yang dibuat oleh bapak dengan pihak pengepul 

kelapa? 

Jawaban yang diperoleh dari bapak Hasan adalah: 

Kami melakukan perjanjian jual beli buah kelapa ini hanya 

sekedar dengan ucapan saja, tidak ada isi perjanjian. saya 

hanya mengucapkan „bos ambil kelapa di rumah ya‟ 

begitu saja. Karna sudah menjadi  kebiasaan jadi  si 

pengepul akan paham bahwa saya akan mejual buah 

kelapa kepada dia.
109

 

 

       Pertanyaan selanjutnya berapa harga yang ditawarkan oleh 

pengepul? 

Jawabannya sebagai berikut: 
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Biasanya Rp 2.500 perbiji mas, itu kalo dibeli 

beloncong
110

. Kalo sistem pilihan Rp 3.000 perbiji.
111

 

        Pertanyaan selanjutnya bagaimana sistem pembayaran 

yang dalam transaksi jual beli buah kelapanya? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Kalo saya biasanya setelah pihak pengepul mengambil 

buah kelapa ketempat saya mas, setelah itu saya kerumah 

pengepul untuk mengambil uang pembayaran.
112

 

       Pertanyaan selanjutnya waktu bapak melakukan pembatalan 

jual beli buah kelapa berapa jumlah kelapa yang ingin bapak 

jual kepihak pengepul? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Seingat saya waktu jumlah kelapa nya hampir 3000 biji 

mas.
113

 

       Pertanyaan selanjutnya apakah waktu bapak membatalkan 

perjanjian bapak sudah minta uang muka kepada pihak 

pengepul? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Iya mas ada waktu itu saya minta uang untuk beli rokok 

buat para pencuit buah kelapanya.
114
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c. Petani Kelapa B 

       Ibu Siti merupakan penduduk Desa Parebok RT 01, ibu Siti 

adalah petani kelapa selama kurang lebih 3 tahun. 

       Pertanyaan untuk ibu Siti adalah bagaimana isi perjanjian 

antara pihak ibu dengan pihak pengepul? 

Jawaban yang diperoleh dari ibu Siti sebagai berikut: 

Kalo isi perjanjian yang secara tertulis tidak ada mas, kita 

mengikuti kebiasaan saja. Biasanya saya hanya bilang 

kepihak pengepul supaya ngambil kelapa ke tempat saya. 

Dengan begitu pihak pengepul akan paham mas.
115

 

 

       Pertanyaan selanjutnya berapa harga buah kelapa perbiji? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Kalo perbiji Rp 2.500 mas itu dihitung rata atau biasa 

disebut hitung beloncong, tapi kalo sistem pilih Rp 3.000 

mas.
116

 

       Pertanyaan selanjutnya bagaimana kalo sistem 

pembayarannya bu? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Sistem pembayarannya tunai mas, biasanya langsung 

kerumah pengepul nya mas.
117

 

       Pertanyaan selanjutnya waktu ibu melakukan pembatalan 

berapa jumlah kelapa yang akan ibu jual kepada pengepul? 

Jawabannya sebagai berikut: 
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Heee, sedikit saja mas kira-kira 1.500 biji mas.
118

 

       Pertanyaan selanjutnya apakah waktu itu ibu minta uang 

muka kepada pengepul kelapa? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Iya mas, saya ada minta uang sebesar Rp 200.000 ribu 

untuk kebutuhan saya. Nanti uang itu dipotong saat 

pengambilan buah kelapa. Tapi karena tidak jadi saya 

menjual ke pengepul A. Maka saya bayar pake uang cash 

saja mas.
119

 

 

       Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan pihak 

pengepul dan petani dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada 

penuangan perjanjian antara pengepul dengan petani dalam 

kegiatan jual beli buah kelapa dalam bentuk suatu perjanjian 

hitam diatas putih. Jual beli buah kelapa ini dilakukan 

berdasarkan suatu kebiasaan. 

       Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, perjanjian 

yang dibuat antara petani dan pengepul memang perjanjian itu 

sering dibuat secara lisan, bahkan bisa disebut tidak ada sama 

sekali perjanjian itu dibuat secara tertulis.  

       Isi perjanjian yang dilakukan oleh petani kelapa dan 

pengepul meliputi: 

1) Objek perjanjian antara petani dan pengepul ialah buah 

kelapa. 

2) Harga perbiji buah kelapa RP 2.500. 
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3) Pengambilan buah kelapa di tempat petani. 

4) Waktu pengambilan siang hari. 

5) Jumlah kelapa yang mau dijual 2.000 biji (petani A), 1.500 

biji (petani B). 

6) Pembayaran menggunakan uang cash yaitu di tempat 

pengepul. 

7) Ada uang panjar yang diminta oleh petani kepada pengepul. 

2. Pembatalan secara sepihak perjanjian jual beli buah kelapa di 

Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin 

Timur. 

       Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian di 

atas, maka diajukan beberapa pertanyaan kepada subjek. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada setiap subjek inti, subjek 

tersebut adalah. 

a. Pengepul A 

       Bapak Adul adalah penduduk Desa Parebok RT 1. Bapak 

Adul telah menekuni perkerjaannya sebagai Pengepul buah 

kelapa selama kurang lebih 10 tahun. Dalam perkerjaan 

sebagai pengepul buah kelapa ini Bapak Adul mengumpulkan 

buah kelapa dari 3 desa yang berbeda-beda lokasinya. 

       Pertanyaan untuk bapak Adul adalah kapan petani itu 

melakukan pembatalan sebelum pengangkutan buah kelapa 

atau pada saat bapak mengambil buah kelapa? 



 

 

Dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut: 

Seiingat saya pembatalan pada waktu itu ketika anak 

buah saya mengangkut buah kelapa nya ketempat 

petani kelapa. Kata anak buah saya si petani A sudah 

menjual buah kelapanya ke pengepul B. Karena lama 

pengambilan buah kelapanya ujar si petani A.
120

  

 

       Pertanyaan selanjutnya kenapa bisa terjadi keterlambatan 

pengambilan buah kelapa ke petani A? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Gini mas, petani kelapa itu kan banyak ya mas, 

sedangkan pickup cuman ada 1, jadi pengembilan buah 

nya harus bergilir sesuai dengan siapa dulu yang ingin 

menjual buah kelapanya, kebetulan petani A ini giliran 

yang terakhir pada waktu itu mas. Naa ketika anak buah 

selesai menganggukut buah orang lain itu sudah sore 

hari jadi pengambilan buah kelapa yang dijanjikan 

siang hari jadi kebablasan ke sore hari mas.
121

 

 

       Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan petani B yang 

membatalkan perjanjiannya pak ? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Petani B ini membatalkan perjanjian pada saat mau 

penggangkut ke tempat petani juga mas, ketika sampai 

kesana (tempat petani) ternyata buah kelapanya sudah 

dijual ke pengepul B mas. Kemudian saya tanya ke 

pengepul b “bu kenapa tidak konfirmasi dulu ke saya 

kalo ibu mau jual ke orang lain, kan ibu sudah menjual 

kelapanya kepada saya” kemudian si Ibu menjawab 

“maaf mas, saya lupa memberitahu pada sampen.” Gitu 

katanya mas.
122

 

 

       Pertanyaan selanjutnya apakah bapak tau alasan kenapa 

petani B ini menjual buah kelapa nya ke pengepul B? 
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Jawabannya sebagai berikut: 

Setau saya sih karena pihak pengepul b ini menawarkan 

harga yang lebih tinggi ke petani kelapa b ini mas maka 

dari itu ia menjual ke pengepul b. Saya sih ga masalah 

kalo dia mau menjual ke siapa-siapa cuman bilang dulu 

gitu, Supaya tidak terjadi kesalahpahaman.
123

 

 

       Pertanyaan selanjutnya apakah sebelumnya kedua petani 

kelapa yang membatalkan perjanjian itu ada meminta uang 

sebagai uang muka ? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Iya ada mas, tapi saya lupa berapa jumlahnya.
124

 

       Pertanyaan selanjutnya apakah uang muka tersebut 

dikembalikan kepada bapak oleh pihak petani kelapa? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Iya mas, uang muka yang diberikan diawal itu 

dikembalikan oleh pihak petani kelapa.
125

 

       Pertanyaan selanjutnya apakah kedua petani ini sering 

melakukan pembatalan jual beli buah kelapa ? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Sepengetahuan saya, kalo petani A ini Cuma satu kali 

itu saja mas. Naa kalo petani B ini sudah 3x dengan 

saya mas. Saya emang sudah tidak mau membeli buah 

kelapa ke petani B ini mas. Tapi karena kita satu desa 

jadi tidak enak gitu mas.
126
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b. Petani Kelapa A 

       Bapak Hasan adalah penduduk Desa Parebok RT 1. 

Bapak Hasan merupakan seorang petani kelapa selama 

kurang lebih 2 Tahun. 

       Pertanyaan buat bapak Hasan adalah apakah betul bapak 

pernah melakukan pembatalan saat melakukan perjanjian jual 

beli buah kelapa? 

Jawaban yang didapat dari bapak Hasan sebagai berikut: 

Iya, waktu saya menjual kelapa sebanyak 2000 biji 

kepengepul A, tapi pengepul A ini lama mengambil 

buah kelapa di tempat saya, karena saya ingin cepat 

dapat uangnya sebab ada keperluan mendesak 

kemudian saya jual kepengepul B, dan di tempat 

pengepul B harga yang diberikan lebih tinggi daripada 

pengepul A.
127

 

 

       Pertanyaan selanjutnya kapan waktunya bapak 

membatalkan perjanjian, apakah sebelum pengepul 

mengambil buah kelapa atau pada saat pengepul sudah 

sampai ketempat bapak? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Seingat saya waktu itu pada saat pihak pengepul 

sampai ketempat saya untuk mengambil buah 

kelapanya mas, kemudian saya bilang dengan anak 

buah nya bahwa kelapanya sudah saya jual ke pengepul 

lain.
128
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       Pertanyaan selanjutnya apakah uang muka yang bapak 

minta diawal tadi dikembalikan dengan pihak pengepul 

kelapa? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Iya mas, saya kembalikan ke pihak pengepul kelapa 

pada saat ia ketempat saya waktu mau ngambil buah 

kelapanya.
129

 

       Pertanyaan selanjutnya apakah bapak sering melakukan 

pembatalan jual beli buah kelapa? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Tidak mas, saya Cuma satu kali saja melakukan 

pembatalan itupun karena kepepet uang. Dan saya juga 

sudah minta maaf kepada pihak pengepul.
130

 

       Dari jawaban bapak Hasan ini dapat disimpulkan bahwa 

alasan bapak Hasan membatalkan perjanjian karena pengepul 

A lama untuk mengangkut buah kelapanya. 

c. Petani Kelapa B 

       Ibu Siti merupakan penduduk Desa Parebok RT 1, 

berprofesi sebagai petani kelapa selama kurang lebih 3 tahun. 

       Pertanyaan untuk ibu Siti adalah apakah betul ibu pernah 

melakukan pembatalan saat melakukan perjanjian jual beli 

buah kelapa? 
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Jawaban yang diperoleh dari ibu Siti sebagai berikut: 

Iya betul, saya pernah melakukan pembatalan jual beli 

buah kelapa dikarenakan saya mendengar bahwa harga 

ditempat pengepul B lebih mahal dari pada pengepul A, 

jadi  saya kemudian kepengepul B bertanya harga buah 

kelapa. Ternyata harga buah kelapa yang di tempat 

pengepul B itu lebih mahal dari pada pengepul A, jadi 

saya kemudian menjualnya ke pengepul B.
131

 

 

       Pertanyaan selanjutnya kapan waktunya ibu 

membatalkan perjanjian, apakah sebelum pengepul 

mengambil buah kelapa atau pada saat pengepul sudah 

sampai ketempat ibu? 

Jawabanny sebagai berikut: 

Saya membatalkan jual beli nya itu ketika anak buah si 

pengepul sampai ketempat saya, kemudian saya bilang 

bahwa buah kelapanya sudah jual ke pengepul lain. 

Tolong sampaikan kepada pengepul A kata saya, gitu 

mas.
132

 

 

       Pertanyaan selanjutnya apakah uang muka yang bapak 

minta diawal tadi dikembalikan dengan pihak pengepul 

kelapa? 

Jawabannya sebagai berikut: 

       Iya mas, saya kembalikan uang mukanya.
133

 

       Pertanyaan selanjutnya apakah ibu sering melakukan 

pembatalan jual beli buah kelapa? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Hmmm lupa saya mas.
134
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       Berdasarkan jawaban ibu Siti di atas dapat diketahui 

bahwa alasan pembatalan yang dilakukan ibu Siti 

dikarenakan harga buah kelapa di tempat pengepul pertama 

lebih murah dari pada di tempat pengepul kedua. 

       Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani 

disebabkan karena perbedaan harga antara pengepul A dan 

pengepul B. Pada kasus ibu Siti dan bapak Hasan di atas  

alasan pembatalan sepihak yang dilakukan ialah karena harga 

dan tidak sesuai perjanjian awal. 

Tabel 4.8 

Alasan Pembatalan dan Cara Pembatalan 

Subjek Alasan Pembatalan Cara Pembatalan 

Petani A  Karena 

keterlambatan pihak 

pengepul 

mengangkut buah 

kelapa ketempat 

petani 

 Pembatalan 

dilakukan ketika 

petani sudah 

sampai ke tempat 

pengepul untuk 

mengambil buah 

kelapa 

Petani B  Perbedaan harga 
antara pengepul A 

dan pengepul B 

 Pembatalan 
dilakukan ketika 

petani sudah 

sampai ke tempat 

pengepul untuk 

mengambil buah 

kelapa 
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3. Upaya penyelesaian kerugian akibat pembatalan sepihak dalam 

perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan 

Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. 

       Untuk menjawab pertanyaan ini maka peneliti mewawancara 

beberapa petani kepala dan pengepul kelapa guna menggali 

informasi bagaimana upaya penyelesaian ganti rugi akibat 

pembatalan sepihak ini. 

a. Pengepul A 

       Pertanyaan untuk bapak adul adalah apakah bapak merasa 

dirugikan saat petani kelapa tersebut melakukan pembatalan 

sepihak? 

Jawaban dari bapak Adul sebagai berikut: 

Tentu, rugi dari segi menyewa orang untuk mengangkut 

nya, belum lagi minyak pickup. Apalagi kalo sudah 

ditunggu truk pusu yang mengangkut ke pabrik bisa kena 

marah sama supirnya.
135

 

 

       Pertanyaan selanjutnya bagaimana cara bapak 

menyelesaikan masalah kerugian pembatalan sepihak tersebut? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Biasanya kalo sudah terjadi  seperti itu, kami akan diskusi 

dengan pihak petani kelapa secara kekeluargaan mas, 

ditanyakan alasan pembatalan yang dilakukan. Kemudian 

untuk ganti rugi dari pihak petani tidak ada hanya 

pengambilan uang muka saja mas, walaupun saya 

mengingikan ganti rugi mas, karna kita satu kampung dan 

sudah saling kenal ya sudah lah tidak apa-apa.
136
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              Dari hasil wawancara yang dengan bapak Adul dapat 

ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian kerugian yang dialami 

pengepul hanya penyelesaian kekeluargaan yang tidak ada 

ganti rugi dari pihak petani hanya pengembalian uang muka 

yang diminta oleh pihak petani diawal saja. 

b. Petani Kelapa A 

       Pertanyaan kepada bapak Hasan adalah apakah saat 

membatalkan perjanjian tersebut pihak pengepul kelapa 

komplain kepada bapak? 

Jawaban dari bapak Hasan sebagai berikut: 

Iya, pengepul waktu itu komplain tentang pembatalan 

yang saya lakukan. Ya saya jawab saja ini kan kesalahan 

bapak juga karena terlambat ngambil kelapanya ujar 

saya.
137

 

 

       Pertanyaan selanjutnya bagaimana cara bapak 

menyelesaikan permasalah pembatalan jual beli buah kelapa 

saat pihak pengepul komplain? 

Jawabanmya sebagai berikut: 

Untuk penyelesaian kami secara kekeluargaan saja mas, 

saya sampaikan alasan mengapa saya melakukan 

pembatalkan perjanjian itu. Kemudian pihak pengepul 

memberi alasan kenapa bisa terlambat. Karena sudah 

terlanjur dijual keorang lain, maka kami sepakat untuk 

mengembalikan uang muka saja tanpa ada ganti rugi.
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c. Petani Kelapa B 

       Pertanyaan kepada ibu Siti adalah bagaimana cara ibu 

menyelesaikan permasalah pembatalan jual beli buah kelapa 

saat pihak pengepul komplain? 

Jawaban dari ibu Siti sebagai berikut: 

Ya kalo penyelesaian biasanya dengan cara bicara baik-

baik saja ke pengepul, dan kemudian saya memberitahu 

alasan saya membatalkan perjanjiannya, Setelah itu 

selesai. untuk ganti ruginya tidak ada.
139

 

 

       Pertanyaan selanjutnya apakah uang  yang diminta diawal 

tadi ibu kembalikan kepihak pengepul? 

Jawabannya sebagai berikut: 

Iya mas saya kembalikan sebesar Rp 200,000.
140

 

       Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

penyelesaian kerugian yang dialami pihak pengepul 

diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak disertai 

dengan ganti rugi hanya pengembalian uang muka saja. 

C. Analisis 

       Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur, maka dapat dikemukakan analisis yang berdasarkan 

atas tujuan penelitian pada BAB I, adalah sebagai berikut: 
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1. Isi Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk 

Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. 

a. Isi Perjanjian 

1.) Objek. 

       Dalam jual beli buah kelapa yang terjadi di Desa Parebok 

objek perjanjiannya ialah buah kelapa, buah kelapa merupakan 

sumber penghasil utama yang ada di Desa Parebok. 

       Objek dalam suatu perjanjian adalah semua benda yang bisa 

bergerak maupun tidak bergerak sedangkan yang tidak 

diperkenankan untuk dijadikan objek jual beli adalah sebagai 

berikut: 

a) Benda atau barang orang lain 

b) Barang yang tidak diperkenankan oleh Undang-Undang 

seperti narkotika 

c) Bertentangan dengan ketertiban dan 

d) Kesusilaan yang baik. 

       Apabila hal itu tetap dilakukan maka perjanjian tersebut 

batal demi hukum, kepada penjual dapat dituntut ganti biaya, 

kerugian dan bunga. 

2.) Waktu dan Tempat 

       Dalam perjanjian yang dibuat antara petani dan pengepul 

untuk waktu dan tempat pengambilan buah kelapa sudah 

ditentukan yaitu siang hari di tempat petani kelapa.  

 



 

 

3) Harga. 

       Dalam jual beli buah kelapa harga sudah ada patukannya 

sehingga para petani kelapa sudah mengetahui harga yang akan 

di dapat oleh petani kelapa.  

       Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan 

harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat 

tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli.
141

 Seperti 

yang diatur dalam Pasal 1465 KUHPerdata yang berbunyi: 

Harga beli harus ditetapkan oleh para pihak. Namun 

penaksirannya  dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika 

pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat 

taksiran. Maka tidaklah terjadi suatu pembelian. 

   

       Perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak 

telah setuju tentang harga dan barang. Perjanjian jual beli akan 

ada saatnya terjadi atau tercapainya “sepakat” mengenai barang 

dan harga. Sifat konsensual dalam perjanjian jual beli tersebut 

ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi: 

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak 

seketika setelah meraka mencapai kata sepakat mengenai 

barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan 

maupun harganya belum dibayar.
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4) Jumlah. 

       Jumlah buah kelapa yang diperjual belikan dalam perjanjian 

jual beli buah kelapa ialah petani A 2.000 Biji dan petani B 

1.500. 

5) Sitem Pembayaran. 

       Sistem pembayaran dalam jual beli buah kelapa ialah 

pembayaran dilakukan setelah pengepul mengambil buah kelapa 

ke tempat petani kelapa. Namun sebelumnya petani kelapa 

diberi uang panjar sebagai tanda jadi jual beli buah kelapa.  

       Sistem pembayaran seperti yang diuraikan di atas 

merupakan suatu kebiasaan yang terjadi antara petani dan 

pengepul. Kebiasaan ialah sesuatu yang telah dikenal oleh 

masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik 

berupa perkataan atau perbuatan. 

6) Uang Panjar. 

       Uang panjar dalam jual beli buah kelapa digunakan sebagai 

tanda jadi jual beli buah kelapa. Uang muka/uang panjar dalam 

perjanjian jual beli buah kelapa digunakan sebagai tanda jadi 

jual beli buah kelapa antara petani dan pengepul. menurut 

peneliti uang panjar inilah yang menimbulkan keterikatan para 

pihak dalam perjanjian. Hal tersebut tercantum dalam pasal 

1464 KUHPerdata yang menyebutkan, jika pembelian dilakukan 

dengan uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat 



 

 

membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau 

mengembalikan uang panjarnya.
143

 

       Berdasarkan Pasal 1464 KUHPerdata tersebut dapat 

dikatakan bahwa perjanjian yang menggunakan uang panjar 

tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, dan uang panjar 

tidak dikembalikan apabila yang membatalkan perjanjian si 

pembeli, namun jika yang membatalkan si penjual maka uang 

panjar itu harus dikembalikan. 

       Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Hukum 

Adat Indonesia  mengatakan bahwa ada kecenderungan panjar 

itu diartikan sebagai tanda jadi, yang di dalamnya terselip unsur 

saling mempercayai antara kedua belah para pihak. Panjar itu 

muncul apabila dalam suatu sikap tindak tertentu (misalnya jual 

beli) telah terjadi afspraak, di mana salah satu pihak (dalam jual 

beli adalah pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai 

“panjar” atau tanda jadi. Adanya pemberian ini menimbulkan 

keterikatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian apabila 

tidak diberi panjar, maka kedua belah pihak merasa dirinya tidak 

terikat pada kesepakatan yang telah dilakukan. Jadi, kesepakatan 

saja tidak menimbulkan keterikatan.
144
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        Kemudian dilihat dari sudut pandang agama Islam 

mengenai uang muka/uang panjar, dikalangan ahli-ahli hukum 

Islam pra modern urbun merupakan institusi yang diperdebatkan 

apakah sah atau bertentangan dengan hukum Islam. Jumhur 

(mayoritas) ahli hukum Islam pra modern berpendapat bahwa 

urbun tidak sah menurut hukum Islam. Di lain pihak, mazhab 

Hambali termasuk Imam Ahmad sendiri memandang urbun 

sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum 

Islam. Ahli-ahli hukum Islam kontemporer dan Lembaga Fiqih 

Islam Mengatakan mengambil pandangan fukaha Hambali dan 

menerima urbun sebagai suatu yang tidak bertentangan dengan 

hukum Islam. 

b. Isi Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Ditinjau Dari KUHPerdata dan 

KHES. 

           Semua aspek dalam kehidupan ini erat kaitannya dengan 

perjanjian. Demikian pula dengan kegiatan sehari-hari selalu 

berhubungan dengan perjanjian kontrak kesepakatan dan 

kesepamahaman baik yang berbentuk lisan maupun tertulis.  

       Dasar hukum di Indonesia telah memuat banyak hal tentang 

perjanjian, termasuk syarat sah perjanjian. Pengertian perjanjian itu 

sendiri telah tercantum dalam Pasal 1313 “Suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”  



 

 

       Sementara untuk syarat sah perjanjian dicantumkan dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan pasal tersebut, kesepakatan 

harus memenuhi empat syarat agar bisa sah menjadi perjanjian. 

       Menurut peneliti isi perjanjian yang dibuat antara petani dan 

pengepul merupakan perjanjian yang sah, karena syarat sah suatu 

perjanjian sudah terpenuhi. hal tersebut didasari oleh Undang-

Undang KUHPerdata Pasal 1320 dan Pasal 22 KHES yang 

mengatakan bahwa syarat sah suatu perjanjian ada 4 yaitu: 

       Pertama, Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan 

pada para pihak, Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) 

KUHPerdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah 

persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih 

dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah penyataannya, karena 

kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui oleh orang lain.
145

  

       Berdasarkan KHES yang dimaksud dengan kesepakatan adalah 

persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih 

dengan pihak lainnya. Sesuai di sini adalah pernyataannya, karena 

kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui oleh orang. Artinya akad 

perjanjian tersebut haruslah jelas, baik itu menggunakan tulisan, 

lisan, atau perbuatan. 

       Kata sepakat antara petani dan pengepul terjadi ketika petani 

mengutarakan bahwa dirinya hendak menjual buah kelapa dengan 
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berkata “kelapa sudah dikupas/dicuit, nanti siang ambil dirumah”. 

Kemudian pihak pengepul mengatakan “Iya/oke”. Dengan berkata 

iya/oke menunjukkan bahwa pihak pengepul bersedia membeli 

buah kelapa milik petani tersebut. 

       Kedua, kecakapan maksudnya adalah kecakapan atau 

kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum 

adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-

orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang 

cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan 

hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang 

yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum 

adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah 

berumur 21 tahun atau sudah kawin.
146

 

       Dalam KHES kecakapan bertindak adalah kecakapan atau 

kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. perbuatan hukum 

adalam perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang 

yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap 

yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, 

sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. 

       Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh umur dari 

masing-masing pihak berkisar 27-40 tahun yang mana itu 

menunjukan bahwa mereka sudah dewasa bahkan para pihak sudah 
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menikah. Itu berarti pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual 

beli buah kelapa sudah dikatakan dewasa. 

       Ketiga, Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya 

adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah 

pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam 

perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, 

objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu 

yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 

KUHPerdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-

barang yang dapat diperdagangkan.147 

       Berdasarkan KHES untuk syarat dari objek akad yang diatur 

dalam KHES terdiri dari dua syarat yang keduanya diatur dalam 

Pasal 24. Pertama, objek akad adalah amwal atau jasa yang 

dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak; dan kedua, 

objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat 

diserahterimakan.    

       Objek dalam penelitian ini adalah buah kelapa, buah kelapa 

adalah tanaman perkebunan yang banyak tersebar diwilayah tropis. 

Produk utamanya adalah kopra yang berasal dari daging buah yang 

dikeringkan. Buah kelapa selain bernilai ekonomi tinggi, daging 

buahnya memiliki komposisi gizi yang cukup baik, antara lain 
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mengandung asam lemak dan asam amino esensial yang sangat 

dibutuhkan oleh tubuh. 

       Keempat, Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, 

yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi 

dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur 

dalam Pasal 1337 KUHPerdata.
148

   

       Berdasarkan KHES untuk tujuan dari akad itu sendiri adalah 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha 

masing-masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan 

syarat yang mengaturnya dalam KHES Pasal 25. 

       Melihat dari data yang didapatkan di lapangan bahwa tujuan 

dari perjanjian jual buah kelapa ini ialah untuk melakukan transaksi 

jual beli berupa buah kelapa, dan untuk pengembangan usaha. 

       Bila suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah 

memenuhi rukun dan syarat, maka perjanjian tersebut mengikat 

untuk dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan prestasi yang 

timbul darinya sebagaimana yang ditentukan. Kewajiban 

memenuhi akad ini mendapatkan penegasan kuat baik di dalam 

ayat-ayat alquran maupun hadist Nabi Saw. Maupun dalam kaidah 

hukum Islam dan perkataan ulama.
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      Beberapa ayat Alquran dan hadist menegaskan wajibnya 

memenuhi akad/perjanjian yang dibuat oleh para pihak antara 

lain:
150

 

  
  

  ... 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu
151

... (QS Al-Maidah Ayat 1).
152

 

 

       Menurut tafsir Kemenag RI, Surah ini diawali dengan perintah 

kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang 

telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada 

sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah 

janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia 

dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-

janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan 

yang haram.
153

 

...  

   
  

     
Artinya: ... penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya. (Qs. Al- Israa‟ 17: 34).
154

 

                                                             
       

150
 Ibid., 314. 

       
151

 Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang 

dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. 

       
152

 Al-Quran Terjemah Al-Maidah, 5: 1. 
       

153
 https://tafsirq.com (10 September 2021). 

       
154

 Al-Quran Terjemah Al- Israa‟, 17: 34. 



 

 

 

Dalam tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, 

dan penuhilah janji yang kalian telah berkomitmen untuk 

melaksanakannya. Sesungguhnya perjanjian itu, Allah akan 

meminta pertanggung jawaban kepada yang bersangkutan di hari 

kiamat. Dia akan memberi balasan baginya apabila 

menyempurnakan dan memenuhinya dan akan menyiksa orang 

yang  mengkhianatinya.
155

 

ر و طِهِم  إِلاَّ شَر طاً حَرَّمَ   ُ لِم و نَ عَلَى ش  حَلَالًا أَو  أَحَلَّ  وَال م س 
 حَرَامً 

Orang-orang Muslim setia kepada syarat-syarat (klausul) yang 

mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan 

menghalalkan yang haram (HR at-Tirmizi, at-Tabarani dan Al-

baihaqi).
156

 

 

       Selengkapnya dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata 

menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Pada 

ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut telah menjelaskan 

bahwa apapun perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka isi 

perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk dilakukan dengan 

itikad baik karena isi dari perjanjian tersebut merupakan undang-

undang bagi mereka yang membuatnya selama syarat-syarat sahnya 
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perjanjian yang dirumuskan oleh Pasal 1320 KUHPerdata dan 

Pasal 22 KHES. 

       Menurut Sudikno Mertokusumo perikatan merupakan 

hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan 

kewajiban atas suatu prestasi.
157

 

       Menurut pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang 

bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar 

pihak satu sebagai penerima hak atau pemilik hak dan pihak lain 

sebagai pemikul tanggung jawab yang berkewajiban atas suatu 

prestasi.
158

  

       Asas kekuatan mengikat atau pacta sun servanda menekankan 

bahwa para pihak tidak hanya terikat pada isi perjanjian tetapi juga 

terhadap asas moral, kepatutan dan kebiasaan, setiap perjanjian 

yang dibuat secara sah akan mengikat bagi mereka yang 

membuatya.
159

 

       Di lihat dari data yang diperoleh di lapangan hak dan 

kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli buah kelapa ialah: 
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Tabel 4.9 

Hak Dan Kewajiban Petani dan pengepul 

 

Hak Petani Kelapa Kewajiban pengepul 

 Menerima pembayaran 

sesuai dengan banyak buah 

kelapa yang dijual kepada 

pengepul tanpa ada 

pengurangan harga. 

 Waktu pengampilan buah 
sesuai perjanjian awal. 

 Harga yang sesuai dengan 
kesepakatan. 

 Pengambilan buah kelapa 

dilakukan oleh pengepul ke 

tempat petani. 

 Pengepul berkewajiban 

membayar harga buah 

kepada petani. 

 Waktu pengambilan buah 
sesuai dengan kesepakatan 

awal. 

 Pengambilan buah ketempat 
petani kelapa 

 Harga yang dibayarkan 

sesuai dengan kesepakatan. 

 

       Berdasarkan hak dan kewajiban tersebut maka dapat diartikan 

bahwa pihak-pihak dalam perjanjian tersebut memiliki hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak. 

       Hal di atas sejalan dengan pendapat Samsul Anwar di dalam 

bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Syariah mengatakan 

bahwa apabila dua orang atau lebih melakukan perjanjian misalnya, 

melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang 

atau pihak mengikatkan diri kepada orang yang lain untuk 

melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan.
160

 

       Menurut Pasal 1457 KUHPerdata suatu perjanjian jual beli 

yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga 
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dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut 

ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata adalah jual beli itu 

dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya 

orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut 

dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun 

harganya belum dibayar. Kemudian dalam Pasal 64 KHES Jual beli 

terjadi dan mengikat ketika obyek jual-beli diterima pembeli, 

sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. 

2. Mengapa Penjual Membatalkan Secara Sepihak Perjanjian Jual Beli 

Buah Kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

a. Tidak Sesuai Waktu. 

       Beradasarkan hasil wawancara alasan pembatalan sepihak 

yang dilakukan oleh petani A ialah pihak pengepul tidak sesuai 

waktu untuk pengambilan buah kelapa ke tempat petani, sehingga 

pihak petani menjual kelapa kepada pengepul lain. 

       Berdasarkan keterangan diatas maka pihak pengepul dapat 

dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi artinya 

tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah 

disepakati. Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, ia wajib 

menggati kerugian, kreditur dapat pula membatalakn perjanjian.
161
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       Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak 

dalam perjanjian apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh 

pihak lain. Wanprestasi merupakan syarat batal suatu perjanjian 

sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan 

pembatalan perjanjian. 

       Akibat hukum adanya wanprestasi adalah hukuman atau sanksi 

hukum sebagai berikut: 

1. Pasal 1243 KUHPerdata, debitur harus membayar ganti rugi 

kepada kreditur. 

2. Jika pembatalan itu timbal balik, kreditur dapat 

membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra 

prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata. 

3. Pasal 1237 KHUPerdata menyebutkan apabila perjanjian itu 

memberikan sesuatu, maka resiko berlaih kepada debitur 

sejak terjadinya wanprestasi. 

4. Pasal 1267 KUHPerdata debitur diwajibkan memenuhi 

pelaksanaan perikatan jika masih dapat dilakukan, atau 

pembatalan dengan disertai ganti rugi. 

5. Debitur harus membayar biaya perkara apabila perkara terbut 

dibawa ke Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan 

bersalah. 

b. Adanya Perbedaan Harga 



 

 

            Beradasarkan hasil wawancara alasan pembatalan sepihak yang 

dilakukan oleh petani B ialah harga yang diberikan pengepul A 

lebih rendah dari pada pengepul B, sehingga pihak petani B 

menjual kelapa kepada pengepul B. 

       Pembatalan secara sepihak dalam perjanjian jual beli buah 

kelapa seperti yang diuraikan di atas sangat berlainan dengan force 

majeure atau yang sering disebut sebagai “keadaan memaksa” yang 

merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk 

melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak 

terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat 

dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, sementara si 

debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk. Kausa-kausa force 

majaure atau keadaan memaksa telah diatur dalam KUHPerdata 

Pasal 1244 dan Pasal 1245. 

        Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan 

sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi 

yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.
162

 

       Menurut Subekti perjanjian yang sah tidak dapat ditarik 

kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat kepada para 

pihak, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara 

sepihak. Jika ingin membatalkan maka harus memperoleh 

persetujuan pihak lainnya, namun demikian apabila ada alasan-
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alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian tersebut 

dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. 

       Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1338 (2) KUHPerdata yang 

menyebutkan bahwa, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena ada 

alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk 

itu. 

       Berdasarkan Pasal 1338 (2) KUHPerdata tersebut jelas bahwa 

perjanjian itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena jika 

perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak itu berarti perjanjian 

tersebut tidak mengikat diantara pihak-pihak yang membuatnya, 

sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh petani kelapa dan 

pengepul merupakan perjanjian yang mengikat dan sah secara 

hukum. 

       Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan 

akad itu dibagi lagi oleh para ulama fiqih menjadi tiga macam, 

yaitu salah satunya akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan 

atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli. Dalam 

akad-akad ini berlaku hak khiyar (hak memilih untuk meneruskan 

akad yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya atau 

membatalkannya).
163
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       Dari pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian jual beli tidak boleh dibatalkan tanpa seizin pihak lain 

karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya yaitu petani 

dan pengepul. 

       Atas permasalahan hukum yang timbul dari pembatalan 

perjanjian secara sepihak, Mahkamah Agung (MA) sudah memiliki 

pendapat yang konsisten. MA berpendapat bahwa jika salah satu 

pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, 

membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang 

telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah 

melakukan perbuatan melawan hukum. Pendapat MA ini tercantum 

dalam putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia 

vs PT. Tenang JayaSejahtera) tanggal 12 November 2014, Dalam 

putusan tersebut, MA berpendapat:
164

 

Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon kasasi yang telah 
membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan 

Penggugat/Termohon kasasi secara sepihak tersebut 

dikualifisikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena 

bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian 

tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua 

belah pihak. 

 

       Putusan ini kemudian diperkuat pada putusan peninjauan 

kembali No 580 PK/Pdt/2015. Dalam pertimbangannya 

Mahkamah Agung menegaskan bahwa penghentian perjanjian 
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secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum:
165

 

       Bahwa penghentian perjanjian kerjasama secara sepihak 

tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu 

Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat; 

       Sikap hukum MA tersebut dipertegaskan kembali melalui 

putusan No 28 K/Pdt/2016 (Dicky Rahmat Widodo vs Rista 

Saragih dan Hotman Sinaga) tanggal 17 November 2016. Dalam 

putusan ini Mahkamah Agung berpendapat:
166

 

Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah 

pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja 

yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan 

secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para 

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 

 

Sikap hukum sebagaimana di atas, di mana MA 

berpandangan bahwa Pemutusan perjanjian secara sepihak 

termasuk dalam perbuatan melawan hukum, telah menjadi 

yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan 

Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap 

hukumnya tersebut diseluruh putusan dengan permasalahan 

serupa sejak tahun 2014.
167

 

Berdasarkan wawancara dengan pihak petani dan pengepul 

didapatkan data bahwa isi perjanjian tidak ada dicantumkan 

syarat batal suatu perjanjian. Namun dengan demikian syarat 

batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang 
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menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh 

salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat 

wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. 

Jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat 

tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut 

melanggar undang-undang, yakni Pasal 1266 KUHPerdata tadi. 

Selain itu, pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan 

pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung 

kesewenang- wenangan, atau menggunakan posisi dominannya 

untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada 

pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan 

melawan hukum, karena kesewenang- wenangan atau 

memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari 

pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur 

dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, 

namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk 

selalu beritikad baik dalam perjanjian. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa 

pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani tersebut masuk 

kedalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena pembatalan 

tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak pengepul dan 

mengandung kesewenang-wenangan dari pihak petani. Unsur-

unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ada terdapat dalam 



 

 

pembatalan sepihak. 

       Adapun Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai 

berikut: 

1. Adanya suatu perbuatan; 

 

2. Perbuatan tersebut melawan hukum; 

 

3.   Adanya kesalahan pihak pelaku; 

 

4. Adanya kerugian bagi korban; 

 

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
168

  

       Kemudian jika dilihat dari Pasal 1365 KUHPerdata, 

pengertian perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai 

berikut: 

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian 

bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena 

kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti 

kerugian tersebut. 

 
Dalam kegiatan usaha jual beli buah kelapa di Desa Parebok 

pengepul merasa dirugikan atas pembatalan sepihak yang 

dilakukan oleh petani, kerugian yang dialami oleh pengepul ialah 

pertama, penyewaan orang untuk mengangkut buah kelapanya. 

Kedua, kerugian minyak pick-up. 

Perjanjian yang sah dalam jual beli buah kelapa menjadikan 

transaksi antara pengepul dan petani harus diberikan sanksi 

ketika salah satu pihak melakukan ingkar janji, seperti pada Pasal 

38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “Pihak dalam akad yang 
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melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: a. membayar ganti 

rugi; b. pembatalan akad; c. peralihan risiko; d. denda; dan/atau 

membayar biaya perkara”. Jika pengepul/ petani melakukan 

Iqalah/pembatalan maka harus berdasarkan kerelaan antara 

kedua pihak untuk menghindari unsur–unsur tersebut dalam 

Pasal 38 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 38 KHES di 

atas dapat diartikan bahwa pihak petani kelapa harus 

bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak 

pengepul. 

      Abdulkadir Muhammad mengartikan Tanggung jawab ialah 

akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja 

(intertional tort liability), tergugat sudah melakukan perbuatan 

sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui 

bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan 

kerugian.
169

 

 

3. Penyelesaian Kerugian Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Buah 

Kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur. 

a. Musyawarah. 
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       Penyelesaian sengketa merupakan suatau penyelesaian perkara 

yang dilakukan antara salah satu pihak dengan yang lainnya. 

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu non 

litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (pengadilan). 

       Penyelesaian kerugian pembatalan sepihak dalam jual beli buah 

kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit yang dilakukan 

petani kepada pengepul dilakukan melalui jalur non litigasi (luar 

pengadilan) yaitu secara musyawarah atau negosiasi. 

       Negosiasi merupakan penyelesaian masalah melalui diskusi 

(musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa 

yang hasilnya diterima oleh para pihak. 

       Penyeleseaian sengketa secara negosiasi termasuk ke dalam 

alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam 

Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: 

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati 

para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 

 

       Negosiasi dalam Islam disebut sebagai as-sulhu, Menurut Ibn-

Qudamah, sulh  adalah negosiasi antara dua pihak yang bersengketa 

yang dapat mengarahkan kepada perdamaian. Menyelesaikan 

sengketa melalui as-sulhu sangat dianjurkan untuk digunakan dalam 

Islam. Terdapat beberapa ayat Al-Qur‟an dan hadits Nabi 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/815/node/32/uu-no-30-tahun-1999-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa
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Muhammad SAW yang menjelaskan fungsi penting sulh.
 170

 

Diantaranya adalah sebagai berikut: 

   
   

  
   

  
  

   
   

   
  

   
  

  
    

 

Artinya: dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap 

tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya 

Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu 

lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya 

kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan 

memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. (QS An-Nisaa 4:128)
171

 

 

       Dalam tafsir Jalalain menjelaskan ayat di atas (Dan jika seorang 

wanita) imra-atun marfu' oleh fi'il yang menafsirkannya (takut) atau 

khawatir (dari suaminya nusyuz) artinya sikap tak acuh hingga 

berpisah ranjang daripadanya dan melalaikan pemberian nafkahnya, 
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adakalanya karena marah atau karena matanya telah terpikat kepada 

wanita yang lebih cantik dari istrinya itu (atau memalingkan muka) 

daripadanya (maka tak ada salahnya bagi keduanya mengadakan 

perdamaian yang sebenarnya). Ta yang terdapat pada asal kata 

diidgamkan pada shad, sedang menurut qiraat lain dibaca yushliha 

dari ashlaha. Maksud perdamaian itu ialah dalam bergilir dan 

pemberian nafkah, misalnya dengan sedikit mengalah dari pihak istri 

demi mempertahankan kerukunan. Jika si istri bersedia, maka 

dapatlah dilangsungkan perdamaian itu, tetapi jika tidak, maka pihak 

suami harus memenuhi kewajibannya atau menceraikan istrinya itu. 

(Dan perdamaian itu lebih baik) daripada berpisah atau dari nusyuz 

atau sikap tak acuh. Hanya dalam menjelaskan tabiat-tabiat manusia, 

Allah berfirman: (tetapi manusia itu bertabiat kikir) artinya bakhil, 

seolah-olah sifat ini selalu dan tak pernah lenyap daripadanya. 

Maksud kalimat bahwa wanita itu jarang bersedia menyerahkan 

haknya terhadap suaminya kepada madunya, sebaliknya pihak laki-

laki jarang pula yang memberikan haknya kepada istri bila ia 

mencintai istri lain. (Dan jika kamu berlaku baik) dalam pergaulan 

istri-istrimu (dan menjaga diri) dari berlaku lalim atau aniaya kepada 

mereka (maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu lakukan) hingga akan memberikan balasannya.
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Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau 

yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 

melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada 

perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya 

menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya 

Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (QS. Al Hujuraat, 

49: 9).
173

 

 

       Dalam tafsir Jalalain menjelaskan ayat diatas (Dan jika ada dua 

golongan dari orang-orang mukmin) hingga akhir ayat. Ayat ini 

diturunkan berkenaan dengan suatu masalah, yaitu bahwa Nabi 

SAW. pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia 

melewati Ibnu Ubay. Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang 

dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka 

berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau 

kencing keledainya jauh lebih wangi daripada bau minyak kesturimu 
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itu," maka terjadilah antara kaum mereka berdua saling baku hantam 

dengan tangan, terompah dan pelepah kurma (berperang) Dhamir 

yang ada pada ayat ini dijamakkan karena memandang dari segi 

makna yang dikandung lafal Thaaifataani, karena masing-masing 

Thaaifah atau golongan terdiri dari sekelompok orang. Menurut 

suatu qiraat ada pula yang membacanya Iqtatalataa, yakni hanya 

memandang dari segi lafal saja (maka damaikanlah antara keduanya) 

dan Dhamir pada lafal ini ditatsniyahkan karena memandang dari 

segi lafal. (Jika berbuat aniaya) atau berbuat melewati batas (salah 

satu dari kedua golongan itu terhadap golongan yang lain maka 

perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu 

kembali) artinya, rujuk kembali (kepada perintah Allah) kepada jalan 

yang benar (jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah 

maka damaikanlah antara keduanya dengan adil) yaitu dengan cara 

pertengahan (dan berlaku adillah) bersikap jangan memihaklah. 

(Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.)
174

 

      Penyelesaian dengan jalan musyawarah memang dirasa sangat 

sesuai dengan adat di Indonesia, dimana para pihak harus bertemu 

dan mengutarakan masing-masing keinginan yang bertujuan untuk 

menghindarkan kerugian apapun dari kedua belah pihak.  

       Penyelesaian sengketa pembatalan sepihak perjanjian jual beli 

buah kelapa secara musyawarah, pengepul selaku pihak yang 
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dirugikan mendatangi petani secara baik-baik, menanyakan alasan 

mengapa membatalkan perjanjian tersebut, kemudian pihak pengepul 

meminta kepada petani untuk mengembalikan uang panjar yang 

telah diberikan. Setelah itu permasalahan kedua belah pihak selesai, 

tanpa ada ganti rugi dari pihak petani kepada pihak pengepul. 

b. Pengembalian Uang Panjar 

       Dalam hal pembatalan sepihak dalam perjanjian jual beli buah 

kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit tidak ada ganti 

rugi yang diberikan oleh pihak petani kepada pengepul melainkan 

hanya pengembalian uang muka atau uang panjar diawal perjanjian. 

Padahal dalam KUHPerdata Pasal 1267 menyatakan bahwa: 

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat 

memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi 

persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut 

pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian 

dan bunga. 

 

       Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 38, 

menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji 

dapat dijatuhi sanksi: 

1) Membayar ganti rugi 

2) Pembatalan akad; 

3) Peralihan risiko; 

4) Denda; dan/atau 

5) Membayar biaya perkara.
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             Pihak petani kelapa jelas tidak memenuhi perjanjian atau ingkar 

janji terhadap perjanjian yang dibuat dengan pihak pengepul, 

sehingga pengepul mengalami kerugian berupa penyewaan orang 

untuk mengangkut buah kelapa dan minyak pick-up. Secara tekstual 

dan nomatif perbuatan petani kelapa sudah memenuhi unsur yang 

terdapat dalam Pasal 1267 KUHPerdata. Sehingga jika pengepul 

meminta ganti rugi kepada petani merupakan hal yang diperboleh 

dengan dasar Pasal 1267 KUHPerdata dan Pasal 38 Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES).  

       Namun dengan demikian pihak pengepul tidak meminta ganti 

rugi walaupun pihak pengepul mengingikan ganti rugi, alasan 

pengepul tidak minta ganti rugi karena para pihak merupakan warga 

satu desa dan sudah saling mengenal sejak lama. Namun dengan 

demikian pihak petani bertanggung jawab untuk pengembalian uang 

muka yang telah diminta diawal perjanjian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Isi perjanjian merupakan bagian inti dari sebuah perjanjian, dalam 

perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok terdapat isi 

perjanjian yang meliputi, pertama kata sepakat antara petani dan 

pengepul buah kelapa, kedua penentuan waktu pengambilan buah 

kelapa, ketiga tempat pengambilan buah kelapa yaitu di tempat 

petani, keempat sepakat tentang harga perbiji buah kelapa yaitu Rp 

2500/biji, kelima banyaknya buah kelapa yang dijual petani, 

keenam pembayaran dilakukan setelah pengambilan buah kelapa, 

ketujuh ada uang panjar yang diminta oleh petani. Isi perjanjian 

yang dibuat antara petani dan pengepul merupakan perjanjian yang 

sah karena syarat sah suatu perjanjian telah terpenuhi. Hal tersebut 

berdasarkan Pasal 1320, 1338, 1457, 1458 KUHPerdata dan Pasal 

22, 23, 24, 25 KHES. 

2. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani dalam perjanjian 

jual beli buah kelapa didasari karena pertama, lambatnya pengepul 

A mengambil buah kelapa ke tempat petani sehingga petani 

menjualnya kepada pengepul B. Kedua, harga yang diberikan oleh 

pengepul A Rp 2.500/biji lebih rendah dibandingkan dengan harga 

yang diberikan oleh pengepul B yaitu Rp 2.800/biji sehingga petani 

lebih memilih menjual buah kelapa kepada pengepul B. Suatu 



 

 

perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali atau 

dibatalkan secara sepihak. Perjanjian yang dibatalkan secara 

sepihak termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH). 

3. Penyelesaian permasalahan kerugian akibat pembatalan sepihak 

dilakukan secara kekeluargaan tanpa ada ganti rugi hanya 

pengembalian uang muka. Dalam Pasal 1267 KUHPerdata dan 

Pasal 38 KHES pihak pengepul diperbolehkan meminta ganti rugi 

kepada petani atas pembatalan sepihak tersebut. 

 

B. Saran  

1. Bagi Pihak Petani Kelapa Dan Pengepul. 

       Untuk mengantispasi terjadinya kerugian dari masing-masing 

pihak hendaknya dalam hal perjanjian antara pengepul dengan petani 

dalam kegiatan jual beli buah kelapa dapat dilakukan secara tertulis 

yaitu hitam di atas putih dan Penyelesaian sengketa secara 

kekeluargaan hendaknya dapat dipertahankan oleh para pihak 

apabila timbul sengketa di kemudian hari. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

       Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai sumber maupun referensi yang terkait dengan pembatalan 

sepihak dalam jual beli agar hasil penelitianya dapat lebih baik dan 

lebih lengkap lagi dan diharapkan peneliti selanjutnya diharapkan 

lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan 



 

 

pengumpulan data sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan 

lebih baik. 
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